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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja
(LKj) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Ambon triwulan Il tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari
pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara
kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi
BPPMHKP Ambon menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud
transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain
merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja BPPMHKP Ambon.
Kinerja BPPMHKP Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang
merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana
telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala BPPMHKP Ambon Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana
yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukan capaian sesuai
target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi
oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku
kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui
laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan
efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja BPPMHKP Ambon pada tahun
tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan Good Governance dan Clean
Goverment.

BALAI KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTY pAN

T 2

Hta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
N\995031002
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Pada tahun 2024, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga)
sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada triwulan Il
Tahun 2024 sebesar 111,26%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran
Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon
yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ada 17 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP Ambon
pada tahun 2024. Dari total 17 indikator kinerja, 10 indikator kinerja
ditargetkan pada triwulan Il tahun 2024.

2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan Il tahun 2024 menunjukkan
dari total 10 indikator kinerja yang ditargetkan, 7 indikator kinerja
dapat terealisasi melebihi target dan 3 indikator kinerja tercapai
sesuai target.

3. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang
memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon, target
98% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar
102,04%.

2) Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BPPMHKP

Ambon, dengan target 2 sertifikat terealisasi sebanyak 5

sertifikat dengan persentase capaian sebesar 250%.
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Unit penanganan dan atau/pengolahan ikan yang menerapkan
traceability lingkup BPPMHKP Ambon, dengan target 4 UPI
terealisasi 4 UPI dengan persentase capaian sebesar 100%.
Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang
lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon, target 4
produk terealisasi sebanyak 4 produk dengan persentase capaian
sebesar 100%.

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon, target 3
UPI terealisasi sebanyak 3 UPI dengan persentase capaian
sebesar 100%.

Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan
hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon,
target 92% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar
108,70%.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik di BPPMHKP
Ambon, target nilai 84 terealiasi nilai 95,35 dengan persentase
capaian 113,51%

Index profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Ambon, target 81
terealisasi 82,02 dengan persentase capaian sebesar 101,26%.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon, target 80%
terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 125%.
Indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP

Ambon, target nilai 82 terealisasi dengan nilai 97,35 dengan

persentase capaian sebesar 118,72%.




LAPORAN KINERIA BPPMHKP A

I

Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun anggaran 2024
sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-
032.13.2.649750/2024 Tanggal 24 November 2023 setelah direvisi

sebesar Rp.5.146.108.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan

Il tahun 2024 sebesar Rp. 2.400.853.227 atau sebesar 46,65%.
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BAB ., PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi wuntuk pertumbuhan vyang
berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan inovasi dan
kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan
merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif
dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang
mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan,
sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi
peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri,

pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMIN dan arahan-arahan Presiden, sasaran
pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan
pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya,
gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan
perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan
penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta

konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang

kokoh dan maju.
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Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan
dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan
dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak
garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan
perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan
budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina lkan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk
mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan
untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan
budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan
berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan
dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan
untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut
adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan
peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan
produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina
lkan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam
mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk
memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk
perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta
kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas

pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit lkan

Karantina (HPIK).
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Balai Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil
Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan
perpanjangan tangan dari Badan Karantina lkan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh BPPMHKP Ambon yaitu Unit
Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama
dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di
dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem
manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan good governance sebagaimana telah
ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun
1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara
review atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap
instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan

dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
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lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai
Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon,

maka disusun Pelaporan kinerja BPPMHKP Ambon.

- KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPPMHKP AMBON

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:
5/PERMEN.KP/2024 tentang organisasi dan tata kerja Kemeterian Kelautan dan
Perikanan.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan mernpunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan
mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171,
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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Struktur organisasi BPPMHKP Ambon sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020.
Struktur organisasi BPPMHKP Ambon dapat dilihat pada gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON

Muh.Hatta Arisandi,S.St.Pi., M.Si
Kepala

D

Irawan F.Fakaubun, SE. M.Si

Subbagian Umum

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Ambon
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1. Kepala

BPPMHKP Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang
kepala. Kepala BPPMHKP Ambon adalah jabatan struktural Eselon llla yang
membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon IVa, Kepala Subbagian Umum
dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT  bertanggung jawab dalam memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab
tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

e Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina
Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina
Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

e Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan
petunjuk kepada bawahan.

e Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian

bimbingan kepada bawahannya.
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2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan
pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan
keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,
persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang

milik negara dan perlengkapan.

- SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran
sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada
tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan
untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan
demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta

strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

dapat dilihat pada gambar 2.
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PETA STRATEGIS BPPMHKP AMBON
TAHUN 2024

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
yang Berkelanjutan

Tatakelola Pemerintahan yang Baik
Lingkup BKIPM

Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Ambon

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja
dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dimana terdapat 17

indikator kinerja kegiatan. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

BPPMHKP Ambon Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.
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Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2024

Kegiatan 1. Pengendalian Mutu
SK 1.1 | Terselenggaranya Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil
1 i i 98
pengendalian dan penka_nan yang memenuhi persyaratan
mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)
pengawasan sistem
perkarantinaan mutu nglah sert_ifikat CPIB suplier yang
_ 2 | diterbitkan lingkup BPPMHKP Ambon 6
dan keamanan hasil (Sertifikat)
perikanan secara
. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan
professional dan 3 | Ikan yang menerapkan sistem traceability 7
partisipatif lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control
4 | point (HACCP) ruang lingkup produk pada 40
UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)
UPI yang konsisten menerapkan Sistem
5 Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 18
Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon
(UPI)
Persentase penanganan kasus
pelanggaran Perkarantinaan mutu dan
6 | keamanan hasil perikanan yang 92
diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon
(%)
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
SK 3.1 | Terselenggaranya 7 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan 84
pengendalian dan publik di BPPMHKP Ambon (nilai)
pengawasan mutu dan Lokasi usaha perikanan yang menerapkan
keamanan hasil Quality Assgrgnce sesuai standar sistem
) dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon
perikanan secara 8 lokasi) 2
professional dan
partisipatif
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingup BKIPM
SK 4.1 | Tatakelola pemerintahan Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk
yang baik lingkup 9 mendapatkan pr.edikat Wilayh Bebas 75
Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon
BKIPM (Nilai)
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Indeks Profesionalitas ASN lingkup

10 86
BPPMHKP Ambon (Indeks)

1 Penilaian mandiri SAKIP lingkup 82
BPPMHKP Ambon (Nilai)

12 Persentase penyelesaian temuan BPK 100
lingkup BPPMHKP Ambon (%)
Persentase rekomendasi hasil

13 pengawasan yang dimanfaatkan untuk 80
perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP
Ambon (%)
Nilai indikator kinerja pelaksanaan

14 | anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP 93,76
Ambon (Nilai)

15 Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP 82
Ambon (Nilai)

16 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa 80
lingkup BPPMHKP Ambon (%)

17 Tingkat kepatuhan BMN lingkup 80

BPPMHKP Ambon (%)

Pada triwulan Il tahun 2024, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga)

sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama, seperti yang tertera

pada table 2.

Tabel 2. Sasaran dan indikator kinerja pada Triwulan 1l Tahun 2024 BPPMHKP Ambon

Kegiatan 1. Pengandalian Mutu

SK1.1

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan sistem
perkarantinaan mutu

dan keamanan hasil

Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil

1 | perikanan yang memenuhi persyaratan 98
mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang

2 2

diterbitkan lingkup BPPMHKP Ambon
(Sertifikat)
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perikanan secara
professional dan
partisipatif

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan
Ikan yang menerapkan sistem traceability
lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)

Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP) ruang lingkup produk pada
UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)

UPI yang konsisten menerapkan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon
(UPI)

Persentase penanganan kasus
pelanggaran Perkarantinaan mutu dan
keamanan hasil perikanan yang
diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon
(%)

92

Kegiatan

2. Standardisasi Sistem d

an Kepatuhan

SK3.1

Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu dan
keamanan hasil
perikanan secara
professional dan
partisipatif

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan
publik di BPPMHKP Ambon (nilai)

84

Lokasi usaha perikanan yang menerapkan
Quality Assurance sesuai standar sistem
dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon
lokasi)

Kegiatan

3. Dukungan Manajemen

Internal

Lingup BKIPM

SK4.1

Tatakelola pemerintahan
yang baik lingkup
BKIPM

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk
mendapatkan predikat Wilayh Bebas
Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon
(Nilai)

10

Indeks Profesionalitas ASN lingkup
BPPMHKP Ambon (Indeks)

81

11

Penialian mandiri SAKIP lingkup
BPPMHKP Ambon (Nilai)

12

Persentase penyelesaian temuan BPK
lingkup BPPMHKP Ambon (%)

13

Persentase rekomendasi hasil

pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP
Ambon (%)

80
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14

Nilai indikator kinerja pelaksanaan
anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP
Ambon (Nilai)

82

15

Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP
Ambon (Nilai)

16

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa
lingkup BPPMHKP Ambon (%)

17

Tingkat kepatuhan BMN lingkup
BPPMHKP Ambon (%)
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Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja
dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya
dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat
manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian
target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang
telah disepakati sebelumnya.

Pada triwulan Il tahun 2024 Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga)
sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian
sasaran strategis (NPSS) BPPMHKP Ambon pada triwulan Il Tahun 2024 adalah
sebesar 111,26. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan
target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon. Nilai NPSS BPPMHKP
Ambon pada triwulan Il tahun 2024 sesuai dengan aplikasi kinerjaku dapat

dilihat pada gambar 3.

v OB Beautiful Relasing Music - Hesl X | @ (3) Whatshop X Kineriaks X 3 CAPAANIKL * Realisas Belaria Satker Per Jen X | 4 - o X

€ a kinerjaku kkp.go.id/app/home: * @
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Gambar 3. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada Aplikasi KINERJAKU
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Hasil capaian indikator kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada Triwulan Il tahun 2024,

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2024 BPPMHKP Ambon

Kegiatan 1. Pengandalian Mutu
SK 1.1 | Terselenggaranya Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan
pengendalian dan hasil perikanan yang memenuhi 98% 100%
persyaratan mutu lingkup BPPMHKP
pengawasan Ambon (%)
sistem — -
) Jumlah sertifikat CPIB suplier yang
perkarantinaan diterbitkan lingkup BPPMHKP Ambon 2 5
mutu dan (Sertifikat)
keamanan hasil Unit Penanganan dan/atau Pengolahan
perikanan secara Ikan yang menerapkan sistem 4 4
professional dan traceability lingkup BPPMHKP Ambon
(UPI)
partisipatif
Sertifikasi Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP) ruang lingkup 4 4
produk pada UPI lingkup BPPMHKP
Ambon (Produk)
UPI yang konsisten menerapkan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 3 3
Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon
(UPI)
Persentase penanganan kasus
pelanggaran Perkarantinaan mutu dan
keamanan hasil perikanan yang 92% 100%
diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon
(%)
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
SK 3.1 | Terselenggaranya Nilai survei kepuasan masyarakat
pengendalian dan Iayapan publik di BPPMHKP Ambon 84 94,35
(nilai)
pengawasan
mutu dan Lokasi usaha peril_(anan yang _
) menerapkan Quality Assurance sesuai ) )
keamanan hasil standar sistem dan regulasi lingkup
perikanan secara BPPMHKP Ambon lokasi)
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professional dan
partisipatif

Kegiatan

3. Dukungan Manaj

emen Internal Lingup BKIPM

SK4.1

Tatakelola
pemerintahan
yang baik lingkup
BKIPM

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk
mendapatkan predikat Wilayh Bebas

9 - -
Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP
Ambon (Nilai)

10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup 81 82.02
BPPMHKP Ambon (Indeks)

1 Penialian mandiri SAKIP lingkup R }
BPPMHKP Ambon (Nilai)

12 Persentase penyelesaian temuan BPK B )
lingkup BPPMHKP Ambon (%)
Persentase rekomendasi hasil

13 pengawasan yang dimanfaatkan untuk 80 100
perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP
Ambon (%)
Nilai indikator kinerja pelaksanaan

14 | anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP 82 97,35
Ambon (Nilai)

15 Nilai Kinerja Anggaran lingkup _ R
BPPMHKP Ambon (Nilai)
Tingkat kepatuhan pengadaan

16 | barangl/jasa lingkup BPPMHKP Ambon - -
(%)

17 Tingkat kepatuhan BMN lingkup

BPPMHKP Ambon (%)
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- ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan

hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan
Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian
dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan
partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 10 indikator kinerja
yang telah ditetapkan target capaiannya pada Triwulan Il tahun 2024. Adapun

hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem
Perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan

partisipatif

Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang
memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Kontribusi Balai Karantina lkan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Ambon dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di
pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil
perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal
tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta
sertifikat kesehatan ikan ekspor (Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-
D1) yang diterbitkan BPPMHKP Ambon di negara tujuan Aekspor untuk
menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada

atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifkasi

penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.
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Pada triwulan Il Tahun 2024, sertifikat kesehatan ikan ekspor Health
Certificate for Fish and Fish Products (HC KI-D1) yang memenuhi syarat yaitu 127
sertifikat dan sertifikat HC mutu, capaian pada triwulan Il Tahun 2024 adalah
sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil
perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BPPMHKP Ambon
dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan
sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan instalasi karantina ikan
dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan serta konsistensi BPPMHKP
Ambon dalam pelaksanaan surveillance dan inspeksi penerapan sistem jaminan
mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat keberterimaan
produk perikanan Maluku di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku
usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara
tujuan ekspor. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada
tabel 4 dan 5, data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang
diterbitkan disajikan pada lampiran 2.

Tercapaianya target indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan
dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BPPMHKP
Ambon pada triwulan Il tahun 2024 pada akhirnya mendorong peningkatan
volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku triwulan Il tahun
2024.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh BPPMHKP Ambon
sampai dengan triwulan Il tahun 2024, volume ekspor komoditi perikanan non
hidup provinsi maluku 1.363.643 kg, jiks dibandingkan dengan capaian pada
triwulan Il tahun 2023 sebesai 3.906.021 kg maka terjadi penurunan sebesar
15%. Untuk komoditi perikanan hidup sampai dengan triwulan Il tahun 2024

sebesar 186.474 ekor, jika dibandingkan dengan triwulan Il tahun 2023 sebesar
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96.489 ekor maka terjadi peningkatan sebesar 32 %. Nilai ekspor komoditi
perikanan Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan 1l tahun 2024 sebesar USD
10.093.900 jika dibandingkan dengan triwulan Il tahun 2023 sebesar USD
19.864.362, maka terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 15 %.

Komoditi perikanan maluku sampai dengan triwulan Il tahun 2024
diekspor ke 9 negara China, USA. Jepang, Thailand, Hongkong, Singapore,
Vietnam, Malaysia dan Saudi Arabia. Ekspor komoditi perikanan Maluku periode
Triwulan Il tahun 2024 didominasi oleh Udang Vannamei, lkan Tuna, Live
Grouper ( Kerapu) dan Live Crabe ( Kepiting Bakau). Data ekspor komoditi

perikanan Maluku disajikan pada gambar dibawah:

KP KOMODITI BPPMHKP
EKSPOR ¢erikanan : “{

PERBANDINGAN KOMODITI HIDUP
TRIWULAN 11 2023-2024

PERBANDINGAN KOMODIT HIDUP
DAN NON HIDUP PERTAHUN

Gambar 4. Volume dan Nilai Ekspor TW Il Tahun 2024
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BPPMHKP Ambon telah menetapkan program strategis dan membuat
inovasi untuk mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi
perikanan Maluku tahun 2024. Sejak tahun 2022 BKIPM Ambon telah melakukan
beberapa terobosan seperti peningkatan mutu layanan sertifikasi kesehatan
ikan dengan membuat layanan sertifikasi ekspor 24 jam, dengan layanan
sertifikasi ekspor 24 jam lebih memudahkan dan memberi fleksibilitas bagi
pelaku usaha untuk dapat meningkatkan volume produksi. Pada tahun 2023
BPPMHKP Ambon melounching Aplikasi Lamadang (Layanan Mantap dan
Gampang), yang merupakan aplikasi mobile yang mendukung dan
mempermudah semua kegiatan perkarantinaan, yang berisikan semua jenis
layanan perkarantinaan, aplikasi tersebut masih diapakai samapai saat ini.

BPPMHKP Ambon juga membentuk tim reaksi cepat yang dinamakan
tim TATIHU, dan layanan Panggil Tatihu, yang bertujuan untuk memberikan
solusi terhadap setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna
jasa. Lahirnya Tim Tatihu dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan
diantaranya:

1) Pelaku usaha masih menganggap waktu penerbitan sertifikasi HACCP
maupun IKI/CKIB yang terkesan lama, hal ini karena adanya hambatan
kendala di pihak internal Unit Pengolahan lkan dan Instalasi Karantina lkan.

2) Masih ada kesan dipelaku usaha bahwa sertifikasi HACCP itu sulit dan mahal,
pelaku usaha juga masih kurang familiar dengan sertifikasi Cara Karantina
lkan yang Baik dan masih banyak pemilik UPI maupun IKI yang kurang
memahami pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan serta sistim jaminan Kesehatan ikan, serta belum mengetahui

manfaat yang akan didapatkan dengan penerapan system manajemen mutu

tersebut seperti percepatan layanan cepat sertifikasi kesehatan ikan.
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Sebagai mana kita ketahui bahwa Provinsi Maluku yang berada pada WPP
714, 715 dan 718 kaya akan sumberdaya perikanan. Potensi tersebut belum
dikelola secara optimal untuk dijadikan produk ekspor dari Maluku. Produk
ikan demersal, pelagic, olahan tuna, lobster, Kepiting, telur ikan terbang,
rumput laut dan beberapa jenis komoditi perikanan bernilai eksonomis tinggi
lainnya sebagian besar masih dilalulintaskan antar pulau.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka Kepala BPPMHKP

Ambon membentuk tim rekasi cepat. Adapun tugas dan fungsi tim Tatihu adalah

sebagai berikut:

a)

b

~

d)

e)

Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu
dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP, serta manfaat percepatan
layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan
system manajemen tersebut.

Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan
Kesehatan ikan melalui Cara Karantina lkan yang Baik (CKIB), serta manfaat
percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan
penerapan system manajemen tersebut.

Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang menghambat atau
memperlambat proses pelayanan sertifikasi yang ada di internal BPPMHKP
Ambon.

Menyelenggarakan kelas ekspor bagi pelaku usaha, UKM, UMKM.
Menyelenggarakan sharing knowledge kepada UPI dan IKI terkait dengan
penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui

HACCP serta penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara

Karantina lkan yang Baik (CKIB).




f)

h)

j)

k)
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Mengidentifikasi sumberdaya Unit Pengolahan lkan (UPI), sumberdaya
instalasi karantina ikan maupun sumber daya perikanan yang berpotensi
untuk ekspor.

Mendorong dan memberikan masukan atau pelatihan kepada UPI dan
instalasi karantina ikan dalam rangka mempercepat sertifikasi yang
dibutuhkan untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan.

Memperlancar koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat dalam
percepatan ekspor.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai KIPM.

Menyusun data base Unit Pengolahan Ikan dan Unit Usaha Pembudidaya
Ikan yang ada di Provinsi Maluku.

Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim TATIHU secara
periodic (tiga bulan sekali).

Dengan inovasi yang akan diimplementasikan pada sejak tahun 2023

sampai saat ini diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas

pelayanan BPPMHKP Ambon, akselerasi dalam rangka penerbitan sertifikat

HACCP juga dapat terwujud di tahun 2024. Dengan adanya inovasi tersebut

diharapkan dapat merangsang lahirnya beberapa eksportir baru dan dapat

mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku

tahun 2024.

Tabel 4. Target dan capaian IKU 1 pada triwulan Il Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Capaian Tw I Target Twil % Thd Target

2024 2024

Efektifitas sertifikasi ekspor 100% 98% 102,04%
ikan dan hasil perikanan

yang memenuhi persyaratan

mutu lingkup BPPMHKP

Ambon
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Tabel 5 Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan Il Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat
1K.1 Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup Balai KIPM Ambon
Realisasi TW-I Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM
Ambon 2020-2024
. .| % Realisasi|% Realisasi .
Target | Realisasi % Capaian
Target terhadap | terhadap
2019 2020 2021 2022 2023 Tw-Il Tw-Il Target | thp target
2024 B 0 target tw | target thn A
112024 | 2024 enstra
100.00 | 100.00 | 100.00 [ 100.00| 98.00| 98.00 | 100.00 102.04 102.04 98.00 102.04

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil
perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon pada
triwulan Il tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian triwulan
yang sama pada tahun 2020 s.d 2023 sebesar 100 % maka indikator ini memiliki
capaian yang sama.

Jika capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil
perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon
dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-

2024 maka realisasi indikator ini mencapai 102,04%.

- Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) adalah salah
satu indikator kinerja BPPMHKP Ambon, Tahun 2024 ditargetkan ada 6 (enam)
supplier yang dilakukan sertifikasi Cara Penanganan lkan yang Baik (CPIB). Pada
triwulan Il tahun 2024 ditargetkan ada 2 supplier.

Sertifikasi CPIB di unit supplier berperan penting dalam memberikan
penjaminan mutu disektor hulu karena sektor inilah yang rawan terhadap

potensi menurunnya mutu produk perikanan yang ditangkap dan didaratkan

oleh nelayan.
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Sertifikat CIPB sebagai jaminan penanganan bahan baku perikanan
untuk produknya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan
dimana BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan, untuk
menjamin produk hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk
perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk
perikanan tangkap agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan
memenuhi persyaratan standar baik pasar domestik maupun internasional.

Hasil pengukuran indikator kinerja jumlah sertifikasi CPIB suplier yang
diterbitkan (sertifikat) disajikan pada tabel 6 dan 7, sedangkan sertifikat suplier

CPIB disajikan pada lampiran 3.

Tabel 6. Target dan capaian IKU 2 pada triwulan Il Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Capaian TW Il Target TW Il % Thd Target
2024 2024
Jumlah sertifikat CPIB 5 2 250%
suplier yang diterbitkan
(sertifikat)

Tabel 7 Target dan Realisasi IKU 2 pada triwulan Il Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat
1K.2 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)
Realisasi Tw-l Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM
Ambon 2020-2024
%
Realisasi % %
Target | Target |Realisasi terhada Realisasi Capaian
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 thn Tw-I| Tw-I| terhadap | Target |terhadap
2024 | 2024 | 2024 | P8 target thn target
twli 2024 Renstra
2024
- - 4.00 6.00 2.00 5.00 | 250.00 83.33 6.00 83.33

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan
(sertifikat) lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan Il tahun 2024 terealisasi 5
(lima) sertifikasi CPIB, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang

sama pada tahun 2023 sebanyak 4 maka terjadi kenaikan sebesar 25%
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sedangkan pada tahun 2022 tidak ada realisasi karena pada triwulan yang sama
tidak ditargetkan.

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan
(sertifikat) lingkup BPPMHKP Ambon jika dibandingkan dengan target pada
rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 sampai triwulan Il tahun 2024

telah terealisasi 83.33%.

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan lkan yang
menerapkan sistem traceability (UPI)

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan
keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring
dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan
keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran
masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa
negara maju telah mempersyaratkan sistim traceability bagi produk perikanan
Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor
produk perikanan Indonesia.

Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini
atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi
produk yang ditempuh. Ketelusuran sangat penting untuk diketahui agar dapat
memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang
dipercaya.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan
Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi tersebut maka sistem

traceability sudah harus mulai diterapkan secara bertahap untuk memenuhi

persyaratan negara pengimpor. BPPMHKP Ambon ditargetkan dapat

4__4
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merealisasikan penerapan sistem traceability di 7 (tujuh) unit pengolahan ikan
pada Tahun 2024, untuk triwulan Il tahun 2024 ditargetkan sebanyak 4 UPI.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran
(traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan
dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan
keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan
sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai
tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI),
terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean
informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku
olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam
b) negeri dan luar negeri;

c) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;

d) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan

e) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem
jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai
standar konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari
penyediaan bahan bakunya, pemprosesan, maupun rantai distribusi produknya
mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu
tetrhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi
dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem
ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk

perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara

internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk
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perikanan yang bemasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan
kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan
penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan

sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah
menerapkan sistem traceability melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem
ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan
dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu
dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan
ekspor.
Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan lkan yang menerapkan sistem
traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan
sistem traceability melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem
ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan
dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu
dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan
ekspor.

Hasil pengukuran indikator kinerja unit penanganan dan/atau
pengolahan ikan yang menerapkan traceability lingkup BPPMHKP Ambon
disajikan pada tabel 8 dan 9, sedangkan sertifikat traceability disajikan pada

lampiran 4.

Tabel 8. Target dan capaian IKU 3 pada triwulan Il Tahun 2024




Unit penanganan
dan/atau pengolahan ikan
yang menerapkan
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Capaian TW II
2024
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Target TW Il
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Tabel 9 Target dan Realisasi IKU 3 pada triwulan Il Tahun 2024

% Thd Ta

100%

SP.1 |Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

IK.3  |Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Realisasi Tw-Il Tahun 2019 - 2023

Renstra BKIPM Ambon

2020-2024
Torget || Realisasi % Realisasi | % Realisasi % Capaian
Target thn E terhadap terhadap terhadap
2019 | 2020 2021 2022 | 2023 Tw-Il Tw-I1 Target
2024 2024 2024 target Tw-Il | target thn target
2024 2024 Renstra
4.00 2.00| 4.00 6.00 4.00 4.00 100.00 66.67 6.00 66.67

Capaian indikator kinerja unit penanganandan/atau pengolahan ikan

yang menerapkan traceability lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan Il tahun

2024 terealisasi 4 (empat) UPI dari taget 4 UPI pada triwulan Il dengan

persentase capain sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian pada

triwulan Il pada tahun 2021 dan 2023 terdapat realisasi yang sama sebanyak 4

UPI, sedangkan pada triwulan Il tahun 2022 terealisasi 2 UPI sehingga terdapat

kenaikan pada triwulan Il tahun 2024 sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja unit penanganandan/atau pengolahan ikan

yang menerapkan traceability lingkup BPPMHKP Ambon jika dibandingkan

dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 pada

triwulan Il tahun 2024 telah terealisasi 66.67%.
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Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon
(Produk)

lkan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan
dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi
tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistim
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau
berlaku di seluruh dunia. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada
tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik
pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan hasil perikanan yang
akan dikonsumsi aman bagi konsumen atau manusia.

Tata kelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu:
Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identiikasi suatu bahaya
yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan
dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya
keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertiikat penerapan HACCP.
Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan
oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan
ekspor hasil produksi perikanannya. Sertiikasi penerapan HACCP tersebut

mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen
keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan
pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi
manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan

sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses,
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tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana
mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan
mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan
memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada
metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertiikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan
mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan
ekspor hasil produksi perikanannya. Sertitkasi PMT/HACCP mengacu kepada
tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan
Sertiikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP).

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan
dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi
penerapan PMMT/HACCP melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil
pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring
dan evaluasi.

Indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk) pada tahun
2024 ditargetkan sebanyak 40 ruang lingkup, untuk triwulan Il tahun 2024
indikator ini ditargetkan sebanyak 4 ruang lingkup, capaian indikator ini pada
triwulan Il tahun 2024 adalah 4 ruang lingkup dengan persentase capaian 100%.

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2021,
BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan
membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang dalam
implementasinya, BPPMHKP Ambon melakukan kunjungan langsung ke unit

pengolahan ikan untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system
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jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh
dengan penerapan system jaminan tersebut. Selain program jemput bola,
BPPMHKP Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini
dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan
mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah
diberikan oleh BPPMHKP Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun
permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung
ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Hasil pengukuran indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon
(Produk) disajikan pada tabel 10 dan 11 sedangkan untuk data ruang lingkup
produk perikanan yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 5.

Tabel 10 Capaian IKU 4 dan Target triwulan 11 2024.
Indikator Kinerja Utama Capaian tw I Target Tw I % Thd Target

2024 2004

Sertifikasi Hazard Analysis 4 4 100%
Critical Control Point (HACCP)

ruang lingkup produk pada

UPI lingkup BPPMHKP Ambon

(Produk)

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 4 triwulan Il Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat
1K.4 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon
Realisasi Tw Il Thn 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM
Ambon 2020-2024
% % %
Target Target | Realisasi | Realisasi | Realisasi Capaian
2019 2020 2021 2022 2023 T Tw-lI Tw-Il | terhadap|terhadap| Target |terhadap
2024 2024 target target target
Tw-II thn Renstra
5.00 18.00 30.00 40.00 4.00 4.00 | 100.00 10.00 40.00 10.00

Target indikator ini sebanyak 4 ruang lingkup produk dan tercapai
indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem

HACCP (produk) pada triwulan Il tahun 2024 sebanyak 4 produk, jika realisasi
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dibandingkan dengan target triwulan Il maka terealisasi sebesar 100%, jika
dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2021 sebanyak 5
produk maka terdapat penurunan sebesar 20%, jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun 2022 realisasi sebanyak 18 produk maka terdapat
penurunan sebesar 77,78% dan jika dibandingkan dengan realisasi periode yang
sama tahun 2023 sebanyak 30 produk maka terdapat penurunan sebesar
86,67%.

Jika capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin
melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) dibandingkan dengan target pada
rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 yakni sebesar 40 produk maka

realisasi indikator ini mencapai 10%.
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen
keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap
bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan
HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi
dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan
dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection,
yakni melakukan identiikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam
proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan
pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua,
Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan
salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib
(mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi

perikanannya.
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Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan instrument
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penerapan system
jaminan ini merubah system layanan sertifikasi Kesehatan ikan dari sebelumnya
end product testing menjadi In Proces Inspection atau dengan kata lain
penerbitan health certificate pada berbasis end product testing harus
menunggu hasil pengujian laboratorium yang bisa membutuhkan waktu 5 (lima)
hari.

Dengan in process inspection, diterapkan system jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan melalui HACCP sehingga penerbitan health certificate
tidak lagi menunggu hasil uji laboratorium, cukup dengan hasil surveillance yang
menyatakan UPI konsisten dalam penerapan HACCP, health certificate sudah
bisa diterbitkan.

Pengukuran untuk indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon
(UPI) yaitu dengan menghitung jumlah unit pengolahan ikan yang telah
dilakukan inspeksi dan surveillance dan telah disertifikasi HACCP dan diterbitkan
surat keterangan surveillance.

Target Indikator Kinerja UPl yang konsisten menerapkan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)
pada triwulan Il tahun 2024 ditargetkan 3 UPI yang disertifikasi HACCP, realisasi
capaian Indikator ini mencapai 3 UPI, dengan demikian realisasi capaian
indikator sebesar 100%. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat
dilihat pada tabel 12 dan 13, data UPI yang telah disertifikasi HACCP disajikan

pada lampiran 6.

Tabel 12 Capaian IKU 5 dan Target triwulan Il Tahun 2024
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Indikator Kinerja Utama

Capaian Tw i
2024

KP

r:

UPI yang konsisten 3 3 100%
menerapkan Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan lingkup BPPMHKP
Ambon (UPI)
Tabel 13 Target dan Realisasi IKU 5 triwulan Il Tahun 2024
SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat
1K.5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI1)
Realisasi Tw-Il thn 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM
Ambon 2020-2024
% b
Realicaci | Realisasi | r ‘,y . % Capaian
Target LT ; terhadap
2019 2020 2021 2022 2023 Tw-Il thn | Tw-Il thn | terhadap | terhadap | Target
thn 2024 target
2024 2024 |[target tw-|target thn
Renstra
1l thn 2024
- 18.00 12.00 18.00 3.00 3.00| 100.00 16.67 18.00 16.67

Realisasi capaian Indikator ini mencapai 3 UPI dari target 3 UPI dengan

realisasi capaian indikator ini sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun 2022 sebanyak 18 UPI maka terdapat penurunan sebesar

83,33% dan jika dibandingkan dengan target periode yang sama pada tahun

2023 maka terdapat penurunan sebesar 75%.

Jika capaian UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan dibandingkan dengan target pada rencana

strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 yakni sebesar 18 UPl maka realisasi

indikator ini mencapai 16,67%.
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Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat,
akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem
Perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan
partisipatif Perspective

Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan
keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT
BPPMHKP Ambon (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan,
keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya
yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkaratinaan
dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan
gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas
perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan
pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket
dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus
memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2021; 2) serahkan jika kasus
memenuhi unsur pidana di luar Nomor 21 Tahun 2021; 3) pemusnahan atau
penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Nomor 21 Tahun 2021; dan
4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan
kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi
penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini
meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara
(internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh

UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan
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pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Untuk target indikator
persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati
ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahun 2023 ditargetkan 92%.
Hingga akhir capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan
antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Formulasi penghitungan:

Formula

A+B
N
A : Penangangan kasus pelanggaran perkarantinaan dan

keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung
menggunakan rumus :

a
% Kasus = ; x 100%

x 100%

Keterangan:

a : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamananhayati
ikan yang diselesaikan (tahap Pulbaket)

n : Total kasus pelanggaran pelanggaran
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan

B : Penanganan kasus mutu yang diselesaikan yangdihitung

menggunakan rumus:
(d+e+f)
x= -
m
Keterangan :

d : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI(35%)

. Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan ProdukPerikanan (35%)
Persen (%)

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan mutu dan
keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%)
mempunyai target sebesar 92% pada triwulan Il tahun 2024 dan hasil
pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan tidak terdapat kasus
pelanggaran sehingga realisasi mencapai 100%, realisai terhadapt target
sebesar 108,70%.

Secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 14 dan 15,

data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan penanganan
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kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada
lampiran 7.

Tabel 14 Capaian IKU 6 dan Target triwulan |l Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama CapaianTw il  Target Tw i % Thd
2024 2024 Target
Persentase penanganan kasus 100% 92% 108,7%
pelanggaran mutu dan keamanan hasil
perikanan yang diselesaikan lingkup
UPT BPPMHKP Ambon (%)
Tabel 15 Target dan Realisasi IKU.6 Triwulan Il Tahun 2024
SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan
1K.6 Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai
Realisasi Tw-ll Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM
Ambon 2020-2024
T ¢ | mesfises % Realisasi | % Realisasi % Capaian
Target aree ealisast terhadap terhadap terhadap
2019 2020 2021 2022 2023 Tw-Il Tw-Il Target
2024 5024 5023 target tw Il | target thn target
2024 2024 Renstra
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.00| 92.00 | 100.00 108.70 108.70 | 92.00 108.70

Indikator kinerja persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan
keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%)
ditargetkan dapat 92% pada triwulan Il tahun 2024, capaian pada triwulan Il
tahun 2024 sebesar 100% dengan demikian persentase realisasi indikator
tersebut terealisasi sebesar 108,70%, jika dibandingkan dengan realisasi pada
periode yanga sama pada tahun 2019 s.d 2023 yakni sebesar 100% maka
capaian pada triwulan Il tahun 2024 memiliki capaian yang sama dengan tahun
sebelumnya yakni 100%.

Jika capaian indikator kinerja Persentase penanganan kasus
pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup

BPPMHKP Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis

BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 108,70%.
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Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT
BPPMHKP Ambon (nilai)

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BPPMHKP Ambon adalah

suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan
yang diberikan oleh BPPMHKP Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai
dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga)
bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link

http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa

yang pernah di berikan layanan sertifkasi baik ekspor, impor maupun layanan
sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing
masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan
memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur
pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan

4. Biaya/Tarif

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana
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N Il 2024

7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar BPPMHKP Ambon untuk
melakukan perbaikan sistim layanan untuk semua produk layanan yang
dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan
masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Ambon (nilai) ditargetkan pada
triwulan Il tahun 2024 dengan nilai 84, realisasi triwulan Il capaian indikator ini
adalah sebesar 95,35 (sagat baik), dengan persentase capaian sebesar 113,51%.
Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan
oleh BPPMHKP Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan
peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji
layanan BPPMHKP Ambon sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil capaian
kinerja secara rinci disajikan pada table 16 dan 17, hasil survey IKM pada
triwulan Il tahun 2024 disajikan pada lampiran 8.

Tabel 16 Capaian IKU 7 dan Target pada triwulan Il tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Capaian Tw Il Target Tw Il % Th

2024

Nilai survei kepuasan 95,35 84 113,51%
masyarakat layanan publik

di UPT BPPMHKP Ambon

(nilai)

Tabel 17 Target dan Realisasi IKU 7 pada triwulan Il Tahun 2024

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan
1K.7 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)
Realisasi Tw-ll thn 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM
Ambon 2020-2024
% % %
Target thn Target | Realisasi | Realisasi | Realisasi Capaian
2019 2020 2021 2022 2023 o Tw-Il tw-ll terhadap | terhadap | Target |terhadap!
2024 2024 |targettw-| target target
112024 2024 Renstra
88.18 90.40 84.00 84.00 95.35| 113.51| 113.51| 84.00| 113.51
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Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP
Ambon (nilai) pada triwulan Il tahun 2024 ditargetkan nilai 84, hasil pengukuran
kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian nilai IKM sebesar 95,35 dengan
persentase 113,51%. Jika dibandingkat dengan periode yang sama tahun 2022
sebesar 88,18 maka terdapat persentase kenaikan sebesar 8,13% dan jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 sebesar 90,40 maka

terdapat persentase kanaikan sebesar 5,48%.

Jika capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Layanan Publik lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%) dibandingkan dengan target
pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini
mencapai 113,51%. Sehingga menggambarkan mutu pelayanan BPPMHKP

Ambon pada kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik).
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Gambar 5. Nilai SKM Triwulan Il 2024
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Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality
Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup

BPPMHKP Ambon (Lokasi)

Sejalan dengan program terobosan Kementerian Kelautan dan
Perikanan melalui KKP Accelerate 2022 adalah : 1) penerapan kebijakan
perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan
PNBP dan kesejahteraan masyarakat; 2) pengembangan perikanan budidaya
yang berorientasi ekspor untuk empat komoditas perikanan unggulan di pasar
global : udang, lobster, kepiting dan rumput laut, serta 3) pembangunan
kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal dan menjaga
keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya yang bernilai ekonomis tinggi.
Kemudian, untuk mewujudkan komitmen tiga pilar utama tersebut, Menteri
Kelautan dan Perikanan meng-implementasikan-nya ke dalam bentuk Strategi
Ekonomi Biru, yakni : 1) memperluas kawasan konservasi laut; 2) penangkapan
ikan secara terukur berbasis kuota; 3) mengembangkan perikanan budidaya di
laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; 4) pengawasan dan pengendalian
wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; dan 5) pengelolaan sampah plastik di laut.
Dalam rangka mendukung akselerasi program di atas, BKIPM mendapat
mandat/tugas dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Quality Assurance
hasil produk perikanan yang dilaksanakan melalui verifikasi on site terhadap
seluruh pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil
perikanan hulu hilir guna mewujudkan produk perikanan yang mampu bersaing
di pasar global.

Quiality Assurance (QA) berdasarkan ISO 9001:2015 adalah bagian dari
manajemen mutu yang berfokus pada penjaminan kepercayaan bahwa
persyaratan mutu akan dipenuhi. Dan secara substansi, berdasarkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian
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Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa kegiatan tersebut
dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap),
pengolahan hingga distribusi hasil perikanan.

Pelaksanaan kegiatan Quality Assurance oleh BKIPM dilakukan
terhadap sektor hulu-hilir hasil perikanan bertujuan untuk memverifikasi sistem
pengendalian mutu hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang
kemudian dapat berdampak terhadap terintegrasinya dengan sektor hilir hasil
perikanan sebagai satu kesatuan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan. Keberhasilan pelaksanaan Quality Assurance dapat meningkatkan
kepercayaan Otoritas Kompeten 2 (BKIPM) dalam memberikan jaminan hasil
perikanan yang dipasarkan domestik maupun ekspor memenuhi persyaratan
nasional dan internasional. Kegiatan verifikasi Quality Assurance dilaksanakan
oleh verifikator BKIPM dari pusat maupun UPT KIPM yang tersebar luas
diseluruh Indonesia sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu target kegiatan Quality Assurance adalah Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) Tual, yang merupakan pelabuhan prioritas dalam
mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan
khususnya penerapan kebijakan perikanan tangkap terukur berbasis kuota
untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat.
Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual meruapakan salah satu dari 6 (enam)
Pelabuhan prioritas dalam mendukung program terobosan Kementerian
Kelautan dan Perikanan khususnya penerapan kebijakan perikanan terukur
berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan
kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan
sesuai dengan standar/regulasi yang ditetapkan pada operasional pelayanan

pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual terhadap stakeholder dan
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pelaku usaha perikanan tangkap, maka dilakukan verifikasi Quality Assurance

perikanan tangkap.

Adapun tujuan pelaksanaan verifikasi Quality Assurance di Unit
Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan Pelabuhan
Perikanan Nusantara Tual adalah :

1. Mengetahui pemenuhan penerapan sistem pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan.

2. Sebagai bahan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
dalam meningkatkan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan yang diterapkan pada Unit Pelaksana Teknis di PPN Ambon dan
Tual.

Indikator Kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menrapkan Quality
Assurance (QA) sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon
pada triwulan Il tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan

pengukuran kinerja.

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM
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2024

Sasaran Kegitan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup BPPMHKP
Ambon (Nilai)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK
serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona
Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya
buntuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu
mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan
memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja
WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar

berikut:
Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju Menuju
WBK/WBBM
SYARAT Menuju WBK Menuju WBBM
75 85
Nilai Total Telah mendapatkan
predikat Menuju
WBK
Nilai Minimal Pengungkit 40 48
Bobot nilai minimal per area 60% 75%
pengungkit
Nilai komponen hasil 18,25 19,50
“Pemerintah yang Bersih dan
Akuntabel” minimal
o Nilai suB-komponen 15,75 15,75
“Survei Persepsi Anti (survey 3,60) (survey 3,60)
Korupsi” minimal
e Nilai sub-komponen 2,50 3,75
“Kinerja Lebih  Baik”
minimal
Nilai komponen hasil 14,00 15,75
“Pelayanan Publik yang (survey 3,20) (survey 3,60)
prima” minimal
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Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian
Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi
birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di
lingkungan Kenenterian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan
zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja wunit Nilai Minimal yang
dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai), Kepala BPPMHKP Ambon beserta seluruh
sataf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi,
hususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
serta pelayanan publik yang prima. BPPMHKP Ambon telah melakukan
pencanangan pembangunan zona integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah
dimulai pembangunan zona integritas di BPPMHKP Ambon. Tahun 2024 menjadi
waktu bagi BPPMHKP Ambon untuk dinilai terkait dengan konsistensi dalam
pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK).

Tahapan penilaian implementasi pembangunan zona integritas di
BKIPM Ambon sudah simulai sejak awal tahun 2022 dan sudah dilakukan
penilaian oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil
penilaian tersebut menunjukkan bahwa BKIPM Ambon telah konsisten dalam
penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada bulan Desember tahun
2022 sesuai dengan Surat Keputusan Meneteri Kelautan dan Perikanan nomor
70 tahun 2022 tentang unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi

lingkup KKP, BKIPM Ambon ditetapkan menjadi salah satu unit pelaksana teknis

yang disertifikasi WBK.
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Indikator Kinerja Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk
mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon
pada triwulan Il tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan

pengukuran kinerja.

Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon
(Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap
profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk
melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik
yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,
kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas
jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas
profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur,
Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No.
38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai
berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi,
meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang
telah dicapai, meliputi:
a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
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e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai | Nama Kualifikasi*) Nilai Kualifikasi
5 Pendidikan S-3 (strata-tiga) 25
4 Pendidikan S-2 (strata-dua) 20
3 Pendidkan S-1 (strata-satu)/D-1V 15

(diploma-empat)

2 Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM 10
(sarjana muda)

1 Pendidikan D-I (Diploma-satu)/D-II 5
(Diploma dua)/ SLTA Sederajat

0 Pendidikan dibawah SLTA 1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang
telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat
Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir
dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula

sebagai berikut:

3. Nilai Nama Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan
Kompetensi **) Kompetensi Kompetensi Kompetensi Staff
Struktural Jabfung
Diklat Struktural 15 -
1 Pernah ikut Diklat 15
PIM pada levelnya
0 0 Tidak pernah 0
ikut Diklat PIM
pada
Diklat Fungsional - 15
1 Pernah ikut diklat - 15
fungsional
0 Tidak pernah ikut - 0
diklat fungsional
Diklat 20 JP 15 15 22,5
1 Pernah ikut diklat 15 15 225
20 JP dalam
tahun terakhir A
4. 5 Tidak Pernah kut | 0 0 0 uti:
diklat 20 JP
dalam tahun 3gai
terakhir
Seminar 10 10 17,5
1 Pernah ikut 10 10 17,5
Seminar
0 Tidak Pernah ikut 0 0 0
Seminar
Total Mengikuti 40 40 40
Kompetensi
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No | Keterangan Nilai Nilai SKP Nilai Kinerja
SKP
5. | 1 | SangatBaik 91 - Ke Atas 30 g

2 Baik 765.d 90 25 .
3 Cukup 61 s.d 75 15
4 Kurang 51 s.d 60 5 n
5 Buruk 50 s.d ke Bawah | 1
Nilai | Nama Hukuman Disiplin Nilai Disiplin
0 Tidak pernah mendapatkan 5

hukuman disiplin
R Pernah mendapatkan hukuman 3

disiplin Ringan
S Pernah mendapatkan hukuman 2

disiplin Sedang
B Pernah mendapatkan hukuman 1

disiplin Berat

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari
beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari
pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah
diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan
ketentuan sebagai berikut
e Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP

dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
e Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai

dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu

tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.
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Hasil pengukuran indikator kinerja Index Profesionalitas Aparatur Sipil
Negara lingkup BPPMHKP disajikan pada tabel 18 dan 19, sedangkan untuk hasil
capaian IP ASN semester | tahun 2024 disajikan pada lampiran 9.
Tabel.18 Capaian IKU 10 dan Target Semester | Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Capaian Target % Thd Target

Semester | 2024 Semester |
2024
Index Profesionalitas ASN 8202 8  101,26%
lingkup BPPMHKP (Index)

Tabel 19 Target dan Realisasi IKU 10 pada Semester | Tahun 2024

SP.3  |Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
IK.10 [Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)
Realisasi Semester-| Thn 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM
Ambon 2020-2024
% Realisasi % Realisasi % Capaian
Target thn Target el e, terhadap terhadap
2019 2020 2021 2022 2023 2024 semester-| semester-| target ——— Target N—
12024 2024 semester-|
2024 2024 Renstra
84.73 80.30 84.00 81.00 82.02 101.26 97.64 84.00 97.64

Indikator kinerja Index Profesionalitas Aparatur Sipil Negara lingkup
BPPMHKP pada tahun 2024 ditargetkan index 81, hasil pengukuran kinerja
menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan dengan capaian index
82,02 dengan persentase capaian sebesar 101,26%. jika realisasi dibandingkan
dengan capaian pada semester | tahun 2022 terdapat penurunan sebesar 3,20%,
dan jika dibandingkan dengan capaian pada semester yang sama tahun 2023
terdapat kenaikan sebesar 2,10%. lJika dibandingkan dengan target pada

rencana strategis 2020-2024 dengan index 86 maka persentase capaian

indikator ini sebesar 97,64%.
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- Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Ambon

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber

daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan
pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan
pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2. Aspek Kesesuain 3. Aspek

Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi
akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang
dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti
dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan

perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian

kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPMHKP Ambon pada tahun

20243 yaitu 82. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa

aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan

terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan

kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja BPPMHKP Ambon akan diukur
pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Ambon

pada triwulan Il tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan

pengukuran kinerja.
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TRIWU

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP
Ambon (%)

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup
BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai nilai temuan atas laporan
keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas
laporan keuangan BPPMHKP Ambon merupakan pernyataan professional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan
standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system

pengendalian intern.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian

Temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%) adalah sebagai berikut:

Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2022
yang disajikan pada LHP atas kepatuhan

— x 100%
Realisasi Rill tahun 2021

Indikator kinerja Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup

BPPMHKP Ambon pada triwulan Il tahun 2024 belum ditargetkan sehingga

belum dilakukan pengukuran kinerja.
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Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon adalah jumlah rekomendasi
hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP Ambon berdasarkan
LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab)
tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP Ambon
yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang
digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran
kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai
dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan
hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan sampai dengan bulan Desember
2023, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut
adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Dari seluruh rekomendasi
yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang
masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam
pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan
penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat
Jenderal KKP. Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil
pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM

dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%.

Pengukuran dengan menggunakan rumus:
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IN %100%
¥N

2Nt.  jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah
ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

2N . Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan
kepada BKIPM Ambon

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan
yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon
(%) pada tahun 2024 sebesar 80%. Pada triwulan Il tahun 2024 tidak terdapat
rekomendasi hasil pengawasan APIP Internal KKP. Akan tetapi pada tahun
sebelumnya terdapat rekomendasi APIP KKP sebanyak 79 rekomendasi namun
rekomendasi tersebut telah ditindaklanjut 100%, sehingga capaian indikator ini
pada triwulan Il tahun 2024 sebesar 100%. Audit kinerja dilaksanakan pada
Bulan Juli tahun 2023. Adapun beberapa temuan dan rekomendasi yaitu :

A. Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina lkan Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2023

Terdapat 4 (Empat) temuan dan 6 (Enam) rekomendasi dari Evaluasi
Pelayanan Publik pada Balai Karantina lkan Pengendalian Mutu, dan Keamanan
Hasil Perikanan Pada Aplikasi Sidak nomor: R.129/1TJ.4/HP.430/V1/2023 tanggal
09 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan terkait Kebijakan Pelayanan

Dengan rekomendasi yaitu Kepala BPPMHKP Ambon agar :

a. Melakukan reviu Standar Pelayanan secara berkala (tahunan)
dengan memasukan hasil SKM dan pengaduan atau saran dari
Masyarakat

b. Menambah fitur/informasi hasil SKM di Aplikasi BKIPM Mobile.

2. Temuan terkait Saran dan Prasana
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a. BPPMHKP Ambon agar memperbaiki ruang laktasi/ruang bermain
anak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.
3. Temuan terkait Sistem Informasi Pelayanan Publik
a. Menambah informasi kontak konsultasi dan pengaduan pada
website BPPMHKP Ambon
b. Membuat rencana kerja pengelola informasi dan dokumentasi
secara harian beserta data dukung
4. Temuan terkait Inovasi
a. BPPMHKP Ambon agar berkoordinasi secara tertulis kepada
Sekretariat Badan KIPM terkait dengan pengusulan keikutsertaan
Aplikasi SILAPA TUA dalam lomba inovasi

Hasil Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina lkan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Ambon.

Terdapat 2 (Dua) temuan dengan 11 (Sebelas) rekomendasi dari
Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina lkan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BPPMHKP Ambon Pada Aplikasi Sidak
nomor: R.147/1T).4/HP.470/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan Terdapat Pengambilan jumlah Sampel Pengujian Organoleptik

Tidak Sesuai Ketentuan, dengan rekomendasi yaitu :

a. BPPMHKP Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada
seluruh Petugas Pengambil Contoh Uji untuk lebih cermat dalam
menentukan jumlah sampel uji organoleptik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

2. Temuan terkait kegiatan Surveilans Monitoring Penerapan CKIB belum

sesuai ketentuan, dengan rekomendasi sebagai berikut :
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Berkoordinasi secara tertulis dengan Kepala Pusat karantina lkan,
terkait dengan kejelasan pungutan PNBP uji laboratorium sampel
pada kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB

Melakukan telaah dan/atau kajian terkait pelaksanaan kegiatan
Monitoring dan Surveilans CKIB di BPPMHKP Ambon terkait dengan
keterbatasan sumber daya dan menyampaikan hasilnya kepada
Kepala Badan KIPM

Menyusun Mekanisme/SOP kegiatan monitoring dan surveilans
dengan memanfaatkan aplikasi SILAPA TUA

Menegur secara tertulis kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan
selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan lkan atas: a)
Kelalaiannya tidak melakukan monitoring dan surveilans sesuai
dengan ketentuan; b) Ketidakcermatan dalam penyusunan
perencanaan monitoring dan surveilans serta menyampaikan jadwal
kegiatan bulanan Surveilans HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring
Penerapan kepada IKI.

Memerintahkan kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku
penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan lkan agar menyusun ulang
jadwal rencana monitoring dan surveilans dengan
mempertimbangkan penggunaan aplikasi SILAPA TUA dan
menyampaikan kepada seluruh Inspektur Karantina.

Melakukan sosialisasi CKIB kepada 4 (empat) IKI yang telah
tersertifikasi CKIB.

Menegur secara tertulis kepada Petugas karantina/mutu karena lalai
dalam penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor.
Melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan

produk perikanan ekspor diseluruh wilayah kerja lingkup Balai
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Karantina Ambon antara lain dengan: a) Melakukan monitoring
secara berkala (bulanan): b) Membuat mekanisme monitoring dan
survailan pada IKI yang berlokasi diluar pulau Ambon
i. Memerintahkan secara tertulis kepada Verifikator/Inspektur Mutu/
Petugas Karantina agar lebih cermat dalam menentukan jumlah
sampel

j. Kepada Kepala Badan KIPM agar memerintahkan secara tertulis
kepada Kepala BPPMHKP Ambon agar lebih cermat dalam
melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan Laporan
Hasil Pengujian dan melakukan pengendalian penerbitan sertifikat
kesehatan ikan produk perikanan ekspor

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah
dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor:
2551.05.10/1TJ/PL.420/X/2023.

Hasil capaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%)
secara rinci disajikan pada table 20 dan 21. Data dukung bukti penuntasan
rekomendasi LHP disajikan pada lampiran 10.

Tabel 20 Capaian IKU 13 dan Target pada triwulan Il tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Capaian tw Il Target tw |1 % Thd

2024 2024 Target
Rekomendasi hasil pengawasan 100% 80% 125%
yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja BKIPM lingkup
BPPMHKP Ambon (%)

Tabel 21 Target dan Realisasi IKU 13 pada triwulan Il Tahun 2024
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SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
1K.13 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Realisasi Tw-I thn 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM
Ambon 2020-2024
0
Reaﬁsas' % %
Target Target | Realisasi terhad : Realisasi Capaian
2019 2020 2021 2022 2023 g Tw-lI Tw-lI erhadap terhadap| Target |terhadap
thn 2024 target
2024 2024 Tadl target target
W thn 2024 Renstra
2024
100.00 | 100.00 | 100.00| 100.00| 100.00 80.00 80.00( 100.00| 125.00| 125.00 80.00| 125.00

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%) pada tahun 2024
ditargetkan 80%, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini
dapat direalisasikan dengan capaian 100%, jika realisasi dibandingkan dengan
target triwulan Il tahun 2024 maka persentase capaian sebesar 125%. jika
realisasi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 s.d 2023 capaian pada
periode yang sama pada lima tahun sebelumnya memiliki realisasi yang sama
yakni 100% dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-

2024 sebesar 80% maka persentase capaian indikator ini sebesar 125%.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM
lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus
dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah
ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur
kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau
dikenal dengan IKPA. Singkatnya IKPA merupakan indikator yang ditetapkan

oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja

pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan
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sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi
pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-
SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas
kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas

hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting,
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang
telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga,
dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama
adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan
yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan
dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan
dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah
menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan
yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah
kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari.
Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian
terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah
ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang
berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai

sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran.

Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematubhi
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regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat

nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/5J.2/RC.610/1/2022 tanggal
11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran
(RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran,
dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran
menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 diukur setiap
semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap
aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksaan anggaran, askpek
kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap terhadap kegiatan dan

efesiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP.

1. Revisi DIPA

a) lJenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam
kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan
pagu berubah dan revisi administratif).

b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan.
Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua
agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan
antara lain:

e Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat
selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA

(pagu tetap).

e Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi

anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi
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revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb

sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman Il DIPA

a)

c)

Halaman Il DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan
sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang
dilakukan pada suatu satker.

Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman Il DIPA sangat penting

untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan

penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.

Keakuratan Deviasi Halaman Il pada IKPA dihitung untuk rencana yang

dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

e Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker
yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana
kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi
administratif penyesuaian Halaman 1l DIPA ke Kanwil DJPb pada
triwulan berjalan.

e Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan
pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman IIl DIPA

sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

a)

b)

SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas
penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.

Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak

termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
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Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat
segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi
anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP
dariSP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender
(pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak

menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

LPJ Bendahara

a)

b)

LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban
atas uang yang dikelolanya.

LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10
adalah hari libur kepada KPPN.

Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT,
dan terhitung sejak Satker pertama kali melalukan upload tersebut.
Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan
ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan
berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverilZlikasi oleh KPPN pada

Aplikasi SPRINT

Penyampaian Data Kontrak

a)

Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas

Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres

No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
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b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal
tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di
KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

e Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa
meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam
penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani
dan dipastikan veriBlikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh
KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan
kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya
telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).

b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya
selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM
tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa

meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam

penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat
dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya
ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian
uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi

penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), | (60%), dan
V (90%).
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b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana
pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.
Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

e Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa
memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari
pagu DIPA efektif.

e Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan
terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D
total yang telah terbit.

b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.
Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

e Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar
senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen
pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama
dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.

e Diperlukan proses konBlirmasi atas status aktif rekening penerima.
Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN
untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian
renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi
besar (Diatas Rp 1 Miliar).

b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara

yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
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Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa
meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam
penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana
dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian
renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada
Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

a)

b)

Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan
secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa
meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam
penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling
lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah
diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan
akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan
nomor BAST/BAPP.

Capaian indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) lingkup BPPMHKP Ambon pada semester | tahun 2024 dapat dilihat pada

tabel 22 dan 23, sedangkan untuk nilai IKPA semester | tahun 2024 dapat dilihat

pada lampira 11.
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Tabel 22 Capaian IKU 14 dan Target pada semester | tahun 2024

Indikator Kinerja Utama

Capaian

semester |

Target

semester |

% Thd Target

Indikator Pelaksanaan Anggaran
lingkup BPPMHKP Ambon (nilai)

2024

97,35

2024

82

Tabel 23 Target dan Realisasi IKU 14 pada semester | Tahun 2024

118,72%

Realisasi Semester-I thn 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM

Ambon 2020-2024
% Realisasi % %

. Target Realisasi | terhadap | Realisasi Capaian

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 5 semester-l | semester-I| target |terhadap| Target | terhadap
thn 2024
2024 2024 semester-l| target target
2024 |thn 2024 Renstra

Indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

lingkup BPPMHKP Ambon pada tahun 2024 ditargetkan nilai 93,76. pada
semester | tahun 2024 ditargetka nilai 82, hasil pengukuran kinerja semester |
tahun 2024 sesuai penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon
(KPPN Ambon) menunjukkan bahwa indikator ini mencapai realisasi sebesar
97,35 dengan pesentase capaian 118,72%. Data capaian nilai IKPA semester |

tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:




% spanintkemenkeu.go.id/spanint/latest/apg o/indikatorkinerja
= Eo SR @

Indikator Pelaksanaan Anggaran h Y

Gambar 6.Nilai IKPA semester Il tahun 2024

Capaian realisasi ini jika dibandingkan dengan capaian pada semester
| tahun 2020 terdapat kenaikan 0,12%, perbandingan dengan realisasi periode
yang sama tahun 2021 terdapat kenaikan 34,91%, perbandingan dengan
periode yang sama tahun 2022 terdapat penurunan 1,63%, perbandingan
dengan periode yang sama tahun 2023 terdapat kenaikan 5,59%. Jika realisasi
semester | tahun 2024 dibandingkan dengan target pada rencana strategis
2020-2024 sebesar 93,76 maka persentase capaian indikator ini sebesar

103,83%.

- Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon
(Nilai)

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup BPPMHKP
Ambon dideskripsikan sebagai nilai yang menggambarkan kinerja anggaran
APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan,
berdasarkan PMK No. 249/2011. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses
menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan
dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan

sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan
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menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor
249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek
implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot
masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk
pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek
implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Formula pengukuran indikator kinerja. Formula pengukuran untuk

indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

NK=(PxW)+ (KxW )+ (PKxW )+ (ExW ) p k pk

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran
seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker

(Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata
ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan vyaitu dengan
membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan
seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah
bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)
PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume
keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja
keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran
(WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada

setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran
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per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot
Efisiensi (WE) =28,6%)

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Ambon
belum ditargetkan pada triwulan Il tahun 2024 sehingga belum dilakukan

pengukuran kinerja.

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup
BPPMHKP Ambon (%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM
Lingkup BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang
menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit
Eselon | telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan
barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin
dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi
sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali
bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung
peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan
Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan
kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang
berlaku.

Pada Tahun 2023 indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa,
BPPMHKP Ambon memiliki target 80% sebagai suatu ukuran untuk
menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan

memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan

sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.
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Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur berdasarkan
jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:
b. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
c. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui
SPSE (30%)

d. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
e. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Indikator kjinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup
BPPMHKP Ambon (%) pada triwulan Il tahun 2024 belum ditargetkan sehingga

belum dilakukan pengukuran kinerja.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup
BPPMHKP Ambon (%)

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup
BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang
menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP
Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun
2023 indikator ini ditargetkan 80%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang
mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan.
Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti
dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan

berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.
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Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk
memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung
pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen)
KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN
Lingkup KKP sebadai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021.
Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam
mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu
ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern
KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari
beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023
(bobot 10%);

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan
belanja modal hingga tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola
barang (bobot 25%);

3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset)
Tahun 2022-2024 yang diselesaikan di Tahun 2024 (25%).

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung
Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu
(bobot 20%).

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup
BPPMHKP Ambon (%) pada triwulan | Tahun 2024 belum ditargetkan sehingga

belum dilakukan pengukuran kinerja.
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- REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 BPPMHKP Ambon mendapat anggaran

yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dalam
Program Pengembangan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan dengan jumlah anggaran (DIPA Awal) sebesar
Rp.8.513.535.000,- (delapan miliar lima ratus tigas belas juta lima ratus tiga
puluh lima ribu rupiah) dengan Revisi DIPA terakhir sebesar Rp.5.146.108.000
(lima milyar seratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah).
Anggaran tersebut sudah termasuk untuk penyelengaraan kegiatan yang
dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.40.489.000,-

(empat puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu ribu rupiah).

Pencapaian realisasi anggaran semester | tahun 2024 sebesar
Rp.2.400.853.227 atau 46,65% realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja
pegawai sebesar Rp.1.358.994.029 atau 65.62%, realisasi belanja barang
sebesar Rp.1.041.859.198 atau 33.88% dan belanja modal sebesar Rp. 0,- atau
0%. Pagu dan realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Ambon T.A 2024 per
jenis belanja dan penyerapan anggaran per kegiatan pada semester | tahun 2024
dapat dilihat pada Tabel 24 dan 25.

Tabel 24. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan semester | tahun
2024

Belanja Pegawai 2.070.920.000 1.358.994.029 65,62

Belanja Barang 3.075.188.000 1.041.859.198 33,88

Belanja Modal 0 0 0
Total 5.146.108.000 2.400.853.227 46,65
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Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Ambon T.A 2024 untuk setiap

kegiatan disajikan pada Tabel 46.

Tabel 25. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan Il Tahun

2024

Program

Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 5.146.108.000

Kegiatan

Dukungan Manajemen Internal Lingkup 4.197.708.000
Badan Karantina lkan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pengendalian Mutu 221.900.000

726.500.000

Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

2.400.853.227 46,65

2.281.381.327 54,35

119.471.900 53,84
0 0
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BAB IlIl.PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada
triwulan Il tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh
kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan BPPMHKP Ambon dan
berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada triwulan I
Tahun 2024 adalah sebesar 111,26%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian
Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP
Ambon.

Ada 10 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP
Ambon pada triwulan Il tahun 2024. Dari total 10 indikator kinerja, seluruh
indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan Il tahun 2024.
Hasil pengukuran kinerja pada tahun triwulan Il 2024 menunjukkan ada 7
indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah
ditetapkan, 3 indikator kinerja terealisasi sesuai target.

Masih terdapatnya beberapa kegiatan yang masih ada tanda
bintang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang

membuat realisasi anggaran pada triwulan Il 2024 kurang optimal.

Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun 2024 sesuai
dengan surat pengesahan DIPA Nomor:SP-DIPA.032.13.2.649750/2024
tanggal 23 Nopember 2023 sebesar Rp. 5.146.108.000, realisasi anggaran
pada semester | tahun 2024 sebesar Rp.2.400.853.227 atau sebesar

46,65%.
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3.2 REKOMENDASI
Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil
capaian kinerja pada Balai KIPM Ambon maka direkomendasikan beberapa
poin, diantaranya:

1. Untuk lebih meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
(IP ASN) agar semua ASN berperan aktif dalam mengikuti kegiatan Bimbingan
Teknis atau pendidikan dan pelatihan diatas baiak 20 jam pelajaran atau
dibawah 20 jam pelajaran.

2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan masih
sangat rendah yaitu baru terealisasi 0%, oleh karena itu direkomendasikan
kepada Kepala Suba Bagian Umum BPPMHKP Ambon untuk melakukan
akselerasi pelaksanaan kegiatan di bidang standarisasi sistem dan
kepatuhan.

3. Untuk lebih meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA),
diharapkan agar pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan
rencana penarikan dana pada halaman Il DIPA karena tingkat deviasi antara
realisasi anggaran dan rencana penarikan dana dapat mempengaruhi nilai
IKPA.

Pada Laporan Kinerja triwulan | tahun 2024, ada 3 (tiga) rekomendasi yang
dihasilkan yaitu:

1. Terkait dengan masih adanya tanda bintang pada beberapa kegiatan yang
berdampak pada belum terealisasinya kegiatan tersebut untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan operasional Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan
Perikanan maka direkomendasikan kepada bagian tata usaha untuk segera
mengusulkan revisi pengahapusan tanda bintang.

2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan

belum ada realisasi yaitu masih terealisasi 0 %, oleh karena itu
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direkomendasikan kepada Kepala BPPMHKP Ambon untuk melakukan

akselerasi pelaksanaan kegiatan di bidang standarisasi sistem dan

kepatuhan.

3. Penggunaan aplikasi SIPELAKOR (Sistim Informasi Pelaporan Kinerja
Organisasi) sebagai instrument dalam mempermudah pengukuran kinerja
dan pendokumentasian data dukung sejauh ini telah berdampak nyata
namun masih dibutuhkan penyempurnaan aplikasi dengan menambahkan
fitur arsip dokumen tahun sebelumnya sehingga lebih memudahkan
pencarian data jika ingin melakukan komparasi.

Rekomendasi pada laporan kinerja triwulan | tahun 2024 seluruhnya telah
ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan, diantaranya:
1. Telah diajukan revisi DIPA melalui revisi eselon | ke Direktorat Jenderal

Aanggaran Kementerian Keuangan untuk pembukaan blokir tanda bintang
terhadap beberapa kegiatan, adapun bukti pengajuan revisi tersebut
terdapat pada halaman IV DIPA tentang blokir pagu anggaran sebelum revisi
dan setelah diajukan revisi, diamana pagu blokir sebelum revisi sebesar

Rp.726.500.000 dan setelah revisi sisa Rp.490.000.000, bukti dokumen

dapat dilihat sebagai berikut:
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DIPA Halaman IV. Blokir Anggaran (Sebelum Revisi)

105:4700. 3860450501

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649750/2024

AMBON

Il 2024

VA BLOK
Kementerian Negara/Lembaga : (032  KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organissi 1531
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DIPA Halaman IV. Blokir Anggaran (Setelah diajukan Revisi)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-032.13.2.649750/2024
IVABLOKIR
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Karantina lkan. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
MALUKU
[649750] BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

Kementerian Negara / Lembaga  : [032]
Unit Organisasi 3]

Frovns 2 Halaman : IV.A. 1
Kode | Nama Satker (delarm buan rupiah)

KODE | URAIAN KODE URAIAN
649750 |BALAI _KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN M ) KEAMANAN HA Tidak dapat dicairkan Rp. 100.000,00
PER) BN toak dapat dicairkan Re. 490.000.00 Bl Automatic Adusiment
52 BELANJA BARANG DAN Rp. 490.000,00 Disposisi Alokasi Automatic Adjustment
032.43.2 | Program Niai Tambah dan Daya Saing Incustr 24113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 33.000,00
7010[Manajemen Mutu [ateten
7010.QDC | Fasilitasi dan Per n Masyarakat Tidak dapat dicairkan Re. 33.000,00
21211 Belanja Bahan (RM) 285.400,00 Bilghir Autoraeti: Adusiroant
- Disposisi Alokasi Automatic Adjustment
Tidak dapat dicairkan Rp. 285.400,00
Blokir Automatic Adjusiment
Disposisi: Alokasi Automatic Adjustment
22141 Belanja Sewa (RM) 47.200,00
Fataten
Tidak dapat dicairkan Rp. 47.200,00|
Biokr Automatic Adusiment
Disposisi: Alokasi Automatic Adjustment
22151 Belanja Jasa Profesi (RM) 24 400,00
fratatan
Tidak dapat dicairkan Rp. 24.400,00|
Blokir Automatic Adjustrent
Disposisi: Aokas! Automatic Adjustment
24111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 100.000,00
Fatetan

Jakarta, 22 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan

2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan belum

terealisasi yaitu masih terealisasi 0 % sampai dengan bulan Juni. Hal ini
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dikarenakan seluruh pagu anggaran kegiatan tersebut terblokir tanda
bintang, sehingga menunggu revisi DIPA untuk pembukaan blokir tersebut,
revisi DIPA telah diajukan pada awal bulan Juli untuk pembukaan blokir
tersebut, bukti pengajuan revisi buka blokir tersebut terlihat pada draf
revisi DIPA halaman IV DIPA dimana pagu blokir telah berkurang, bukti
dokumen dapat dilihat sebagai berikut:

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-032.13.2.649750/2024

IVABLOKIR
Kementerian Negara /Lembaga : [032]  KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Qrganisasi na) Badan Karantina |kan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi 2] MALUKU
Kode / Nama Satker [649750] BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON m’:ﬂ:’::z;ﬂ'x;p‘;ﬂ:
KODE | URAIAN KODE URAIAN
649750 |BALAL _KARANTINA IKAN, JAN _MUTU DAN HASIL] Tidak dapat dicairkan Rp. 100.000,00
LERJM tidak dapat dicairkan Rp. 490.000,00 Blokir Automatic Adjustment
52 BELANJA BARANG DAN Rp. 490.000.00 Disposisi: Alokasi Automatic Adjustment
032.13.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri p24113 Belanja Perfalanan Dinas Dalam Kota (RM) 3300000
7010 [Manajemen Mutu [patatan
7010.00C [Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Tidak dapat dicairkan Rp. 33000,00
21211 Belanja Bahan (RM) 285.400,00 Blokir Autornatic Adjustment

Disposisi: Alokasi Automatic Adjustment
atatan

Tidak dapat dicairkan Rp 285.400,00
Blokir Automatic Adjustment
Disposisi: Alokasi Automatic Adjustment

22141 Belanja Sewa (RM) 47.200,00
[ataten
Tidak dapat dicairkan FRo 47.200,00
Blokir Automatic Adjustment

Disposisi: Alokasi Automatic Adjustment

22151 Belanja Jasa Profesi (RM) 24.400,00
fatatan
Tidak dapat dicairkan Ro. 24.400,00|
Blokir Automatic Adustment

Disposisi: Alokasi Automatic Adjustment
24111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 100.000,00

atatan

Jakarta, 22 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

3. Telah dilakukan penyempurnaan pada Aplikasi SIPELAKOR terkait dengan

pengembangan fitur arsip data tahun sebelumnya, bukti penyempurnaan

fitur tersebut sebagai berikut:
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Laporan Kinerja BPPMHKP Ambon triwulan Il tahun 2024 ini diharapkan
dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam
perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good
governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi
sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja
(Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran

(Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa

mendatang.

Y Arisandi, S.St.Pi., M.Si.
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE {021) 3513282
LAMAN www kkp.go.d EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KIPM AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hatta Arisandi
Jabatan : Kepala Balai Karantina |kan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ishartini
Jabatan : Pit. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Piliak Kedua Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan  Kepala Balai Karantina lkan, Pengendalian
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Mutu dan Keamanran Hasil Perikanan

dan Perikanan

Ishartini
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMAMAN HASIL PERIKANAN AMBON

SASARLS KEGIATAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
Kegiatan 1. Karantina lkan
5K 1.1 | Terselenggaranya Efektifitas Serifilkat Ekspor lkan dan Hasil
pengendalian dan 1 Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina o8
pengawasan sistem lingkup Balzai KIPKM Ambon (%)
perkarantinaan, mutu dan 5 Jumlsh sartifikat CPIB suplier yang diterbitan s
keamanan hasil perikanan lingkup Balsi KIPM Ambon (Sertifikat)
secara professional dan Unit Penanganan dan/stau Pengolahen lkan yang
partisipatif 3 menerapkan sistem traceability lingkup Balai T
FIFK Ambon (UFT)
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point
4 [HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup 40
Balai KIFM Ambon (Produk)
UP! yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan
5 Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan linghup 18
Balzi KIFM Ambon (UPID)
Persentase penanganan kasus pelahggaran
Perkarantinaan lkan, mutu dan keamanan hasil
° perikanan yang diselesaikan lingkup Balsi KIPR &
Ambon (%)
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
EK 2.1 | Terselenggaranys . Milai survei kepuasan masyarakat laysnan publik aa
pengendalian dan diBalsi KIPM Ambon [nilai)
pengawasan mutu dan Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan
keamanan hasil perikanan A Quality Assurance sesuai standar sistern dan 5
sacara professional dan Regulssi lingkup Balai KIPM Ambon {Lokasi)
partisipatif
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingup BKIPM
EK 4.1 | Tatzkelola pemerintahan yang Milzi Minimal yang dipersyaratkan untuk
baik limgkup BKIPM a mendapatkan predikat Wilaysh Bebas Korupsi 75
[WEK) Lingkup Balai KIFM Ambaon (Milai}
Indeks Profesionslitas ASM lingkup Balai KIPM
o Ambon (Indeks) B8
1 Penilaian Mandiri SAKIF ingkup Balai KIPM az

Ambaon (Milai)
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12 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup .
Balai KIPM Ambon (%)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang
13 | dimanfaatkcan untuk perbsikan kinerja lingkup a0
Balai KIFM Ambaon (%)

Milai indikator kinerja pelakssnaan anggaran
14 ) . . 83,75
(IKPA&) lingkup Balai KIPKM Ambon (Milai)

Milai Kinerja Anggaran limgkup Balai KIPM Ambaon
15 [Mil=i} 82
Tingkat kepatuhan pengadsan barangfasa
8 lingkup Balai KIPM Ambon (%) B

17 | Tingkat kepatuhan BN lingkup Balsi KIPK

80
Ambon (%)
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina 4.197.708.000
Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan i i
2 | Pengendalian Mutu 221.900.000
3 | Standardisasi Sistem dan Kepatuhan 726.500.000
L ___Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun Anggaran 2024 5.146.108.000
Jakarta, 16 Januari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama
PIt. Kepala Badan Pengendalian dan Kepala Balai Karantina lkan, Pengendalian
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Mutu dan Keamapan Hasil Perikanan

dan Perikanan




DAFTAR SERTIFIKASI MUTU TRIWULAN Il TAHUN 2024

Negara
No No. PPK No.Sertifikat Komoditi | JumlaH | Satuan UPI Tujuan
1 E/E/39.0/20240401/000160 | 39.0-00082-2024 Tuna 13225.37 | kg PT. Harta Samudra Vietnam
2 E/E/39.0/20240402/000162 | 39.0-00083-2024 Tuna 1429 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
P8/KI-
3 E/E/39.0/20240403/000163 | D1/39.0AV/2024/000080 | Tuna 35 | kg PT. Kreasi Himono Indonesia Thailand
P8/KI-
4 E/E/39.0/20240403/000163 | D1/39.0/1V/2024/000080 | Cakalang 15 | kg PT. Kreasi Himono Ind Thailand
5 E/E/39.0/20240405/000166 | 39.0-00084-2024 Tuna 4488 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
6 E/E/39.0/20240405/000167 | 39.0-00085-2024 Tuna 3524 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
7 E/E/39.0/20240405/000168 | 39.0-00086-2024 Tuna 2503 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
8 E/E/39.0/20240406/000169 | 39.0-00087-2024 Todak 982 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
9 E/E/39.0/20240406/000169 | 39.0-00087-2024 Tuna 2681 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
P8/KI-
10 | E/E/39.0/20240406/000170 | D1/39.0/1Vv/2024/000083 | Tuna 10 | kg PT. Kreasi Himono Indonesia Singapore
P8/KI-
11 E/E/39.0/20240406/000170 | D1/39.01V/2024/000083 | Cakalang 10 | kg PT. Kreasi Himono Ind Singapore
12 | E/E/39.0/20240406/000171 | 39.0-00088-2024 Tuna 1983 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
13 | E/E/39.0/20240408/000176 | 39.0-00089-2024 Tuna 2672 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
14 | E/E/39.0/20240413/000182 | 39.0-00090-2024 Tuna 2543 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
15 | E/E/39.0/20240413/000183 | 39.0-00091-2024 Tuna 2242 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
16 | E/E/39.0/20240417/000187 | 39.0-00092-2024 Tuna 13225.37 | kg PT. Harta Viet
17 | E/E/39.0/20240418/000188 | 39.0-00093-2024 Tuna 7990.4 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
18 | E/E/39.0/20240418/000188 | 39.0-00093-2024 Tuna 7990.4 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
19 | E/E/39.0/20240418/000188 | 39.0-00093-2024 Tuna 1997.6 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
20 | E/E/39.0/20240418/000189 | 39.0-00094-2024 Tuna 18238.09 | kg PT. Maluku Prima Sukses United States
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21 E/E/39.0/20240419/000192 | 39.0-00095-2024 Tuna 1914 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
22 | E/E/39.0/20240419/000193 | 39.0-00096-2024 Tuna 1051 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
23 | E/E/39.0/20240419/000194 | 39.0-00097-2024 Tuna 1060 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
24 | E/E/39.0/20240420/000197 | 39.0-00098-2024 Tuna 2632 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
25 | E/E/39.0/20240420/000198 | 39.0-00099-2024 Tuna 2181 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
26 | E/E/39.0/20240423/000200 | 39.0-00100-2024 Todak 187 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
27 | E/E/39.0/20240423/000200 | 39.0-00100-2024 Tuna 3996 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
28 | E/E/39.0/20240423/000201 | 39.0-00101-2024 Tuna 1024 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
29 | E/E/39.0/20240423/000202 | 39.0-00102-2024 Tuna 2616 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
PT. Aneka Sumber Tata
30 | E/E/39.0/20240426/000208 | 39.0-00103-2024 Tuna 2597165 | kg Bahari (ASTB) Vietnam
31 E/E/39.0/20240426/000209 | 39.0-00104-2024 Tuna 4251 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
32 | E/E/39.0/20240427/000213 | 39.0-00105-2024 Tuna 3595 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
33 | E/E/39.0/20240427/000214 | 39.0-00106-2024 Tuna 4195 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
34 | E/E/39.0/20240427/000215 | 39.0-00107-2024 Tuna 1031 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
35 | E/E/39.0/20240429/000216 | 39.0-00108-2024 Tuna 3336 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
36 | E/E/39.0/20240429/000217 | 39.0-00109-2024 Tuna 3097 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
37 | E/E/39.0/20240429/000218 | 39.0-00110-2024 Todak 240 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
38 | E/E/39.0/20240429/000218 | 39.0-00110-2024 Tuna 2497 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
39 | E/E/39.0/20240429/000220 | 39.0-00111-2024 Tuna 260556 | kg PT. Harta Samudra Vietnam
40 | E/E/39.0/20240503/000223 | 39.0-00112-2024 Tuna 7491 | kg PT. Maluku Prima Sukses United States
41 E/E/39.0/20240503/000223 | 39.0-00112-2024 Tuna 64922 | kg PT. Maluku Prima Sukses United States
42 | E/E/39.0/20240503/000223 | 39.0-00112-2024 Tuna 3495.8 | kg PT. Maluku Prima Sukses United States
43 | E/E/39.0/20240504/000224 | 39.0-00113-2024 Tuna 3484 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
44 | E/E/39.0/20240504/000225 | 39.0-00114-2024 Tuna 3455 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
45 | E/E/39.0/20240504/000226 | 39.0-00115-2024 Tuna 1106.5 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
46 | E/E/39.0/20240504/000227 | 39.0-00116-2024 Tuna 501 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
47 | E/E/39.0/20240504/000228 | 39.0-00117-2024 Tuna 3575 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
48 | E/E/39.0/20240504/000229 | 39.0-00118-2024 Tuna 2992 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
49 | E/E/39.0/20240504/000230 | 39.0-00119-2024 Tuna 1960 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
50 | E/E/39.0/20240506/000234 | 39.0-00120-2024 Tuna 13351.05 | kg PT. Harta Viet
51 E/E/39.0/20240506/000235 | 39.0-00121-2024 Tuna 26075.57 | kg PT. Harta Samudra Vietnam
52 | E/E/39.0/20240506/000236 | 39.0-00122-2024 Tuna 3631 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
53 | E/E/39.0/20240506/000237 | 39.0-00123-2024 Tuna 4112 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
54 | E/E/39.0/20240506/000238 | 39.0-00124-2024 Tuna 1511 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
55 | E/E/39.0/20240507/000240 | 39.0-00125-2024 Tuna 1170.5 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
56 | E/E/39.0/20240507/000241 | 39.0-00126-2024 Tuna 1569 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
57 | E/E/39.0/20240509/000242 | 39.0-00127-2024 Tuna 3966 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
58 | E/E/39.0/20240509/000243 | 39.0-00128-2024 Tuna 1478 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
59 | E/E/39.0/20240509/000244 | 39.0-00129-2024 Tuna 1243 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan




LAPORAN KINERIA BPPMHKP AMBON

PT. Aneka Sumber Tata

60 | E/EF39.0/20240510/000246 | 39.0-00130-2024 Tuna 25971.37 | kg Bahari (ASTB) Vietnam

61 | E/E/38.0/20240510/000247 | 39.0-00131-2024 Tuna 8185 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
62 | E/Ef38.0/20240510/000248 | 39.0-00132-2024 Tuna 1181.5 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
63 | E/E/39.0/20240510/000249 | 39.0-00133-2024 Tuna 2002 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

64 | E/EF39.0/20240510/000250 | 39.0-00134-2024 Tuna 1617 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

65 | E/Ef39.0/20240511/000253 | 39.0-00135-2024 Tuna 3102 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

66 | E/E/39.0/20240511/000254 | 39.0-00136-2024 Tuna 2032 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

67 | E/E/38.0/20240511/000255 | 39.0-00137-2024 Tuna 3046 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

68 | E/E/39.0/20240511/000256 | 39.0-00138-2024 Tuna 2105 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

69 | E/Ef39.0/20240513/000259 | 39.0-00140-2024 Tuna 3180 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

70 | E/E/39.0/20240513/000260 | 39.0-00139-2024 Tuna 1533 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

71 | E/E/39.0/20240614/000261 | 39.0-00141-2024 Tuna 1128 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
72 | E/E/39.0/20240615/000263 | 39.0-00142-2024 Tuna 3028 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

73 | E/E/39.0/20240515/000264 | 39.0-00143-2024 Tuna 1006 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

74 | E/E/39.0/20240517/000265 | 39.0-00144-2024 Tuna 17479 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
75 | E/E/38.0/20240517/000269 | 39.0-00145-2024 Tuna 2607462 | kg PT. Harta Samudra Vietnam

76 | E/E/39.0/20240617/000270 | 39.0-00146-2024 Tuna 1708 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

77 | EfE/39.0/20240517/000271 | 39.0-00147-2024 Tuna 1145.5 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
78 | E/E/39.0/20240518/000273 | 39.0-00148-2024 Tuna 3935 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

79 | E/E/39.0/20240618/000274 | 39.0-00149-2024 Tuna 1594 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

80 | E/E/39.0/20240620/000276 | 39.0-00150-2024 Tuna 1673 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

81 | E/E/39.0/20240521/000277 g?‘;';;mwz 024/000127 | Tuna 2325.66 | kg PT. Harta Samudra Saudi Arabia
82 | E/E/38.0/20240521/000279 | 39.0-00151-2024 Tuna 1165 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
83 | E/E/39.0/20240621/000280 | 39.0-00152-2024 Tuna 2333 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

84 | E/E/39.0/20240621/000281 | 39.0-00153-2024 Tuna 1623 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan

85 | E/E/39.0/20240522/000282 | 39.0-00154-2024 Tuna 4994 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
86 | EJE/39.0/20240522/000282 | 39.0-00154-2024 Tuna 19976 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
87 | E/E/36.0/20240522/000282 | 39.0-00154-2024 Tuna 7980.4 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
88 | E/E/39.0/20240522/000282 | 39.0-00154-2024 Tuna 2996.4 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
89 | E/E/39.0/20240522/000283 | 39.0-00155-2024 Tuna 2445 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
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| 90 [ E/E/30.0v20240522/000284 | 30.0-00156-2024 Tuna 1034 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
91 | EFEf30.0/20240524/000289 | 39.0-00158-2024 Tuna 1059.5 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
| 92 | E/E/30.0v20240524/000290 | 39.0-00157-2024 Tuna B34 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
| 93 | E/E/30.0v20240525/000282 | 39.0-00159-2024 Tuna 26053.15 | kg PT. Harta Samudra Vietnam
94 | EFEf30.0/20240526/000283 | 39.0-00160-2024 Tuna 1047 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
| 95 [ E/E/30.0M20240525/000284 | 30.0-00161-2024 Tuna B55 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
| 95 [ E/E/30.0v20240528/000302 | 39.0-00162-2024 Tuna 1099.5 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
97 | EFEf30.0¢20240528/000303 | 39.0-00163-2024 Tuna 1090.5 | kg PT. Peduli Laut Maliku United States
| 98 | E/E/39.0020240520/000305 | 39.0-00164-2024 Tuna 105782 [ kg PT. Maluku Prima Makmur United States
| 99 [ E/E/30.0v20240520/000305 | 39.0-00164-2024 Tuna 38136 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
| 100 [ E/E/39.0v20240520/000305 | 39.0-00164-2024 Tuna 20064 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
101 | E/E/39.0/20240531/000310 | 309.0-00165-2024 Tuna 13313.56 | kg PT. Harta Samudra Vietnam
| 102 [ E/E/30.0v20240531/000311 | 39.0-00167-2024 Tuna 2416 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
| 103 [ E/E/30.0v20240531/000312 | 39.0-00166-2024 Tuna 2435 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
104 | E/EF39.0/20240601/000313 | 39.0-00168-2024 Todak 175 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
| 105 [ E/E/39.0v20240601/000313 | 39.0-00168-2024 Tuna 3402 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
106 | E/E/39.0/20240601/000314 | 30.0-00169-2024 Tuna 1900 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
107 | E/Ef39.0/20240604/000318 | 309.0-00170-2024 Tuna 1164 | kg PT. Peduli Laut Maluku United States
108 | E/Ef39.0/20240604/000326 | 30.0-00171-2024 Tuna 2058 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
109 | E/Ef39.0/20240604/000327 | 30.0-00172-2024 Tuna 1066 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
110 | E/Ef39.0/20240607/000334 | 30.0-00173-2024 Todak 139 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
111 | E/E/39.0/20240607/000334 | 30.0-00173-2024 Tuna 3880 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
112 | E/Ef39.0/20240607/000335 | 30.0-00174-2024 Tuna 1018 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
113 | E/E/39.0/20240613/000345 | 30.0-00175-2024 Tuna 260606 | kg PT. Harta Samudra Vietnam
PT. Aneka Sumber Tata
114 | E/Ef39.0/20240614/000346 | 30.0-00176-2024 Tuna 2508761 | kg Bahari (ASTB) Vietnam
115 | E/Ef39.0/20240614/000347 | 30.0-00177-2024 Tuna 69916 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
116 | E/E/39.0/20240614/000347 | 30.0-00177-2024 Tuna 9488.6 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
117 | E/Ef39.0/20240614/000347 | 30.0-00177-2024 Tuna 3405 | kg PT. Maluku Prima Makmur United States
PEIKI- Cumi-
118 | E/E/39.0/20240618/000357 | D1/39.0A1/2024/000179 | Curmi 30 | ka PT. Kreasi Himono Indonesia
119 | E/Ef39.0/20240619/000358 | 309.0-00178-2024 Todak 678 | kg PT. Peduli Laut Maluku
| 120 [ E/E/30.0V20240619/000358 | 30.0-00178-2024 Tuna TBS | kg PT. Peduli Laut Maluku
121 | E/Ef39.0/202406 19/000363 :2:3.01\-’”20241‘]]0134 Kakap 50 [ kg PT. Kreasi Himono Indonesia
122 | E/E39.0/i202406 mgg.umxzuymumaa Kerapu 40 [ kg PT. Kreasi Himono
PBIKI-
123 | E/E/39.0/20240619/000363 | D1/39.0//1/2024/000184 | Tenggiri 60 | kg PT. Kreasi Himono Indonesia Thailand
124 | E/E/39.0/20240619/000363 g?{";;ﬂleZﬂZﬂDGde Thng 60 | kg PT. Kreasi Himono Indonesia Thailand
125 | E/E/39.0/20240619/000363 g%';;mwzuwmmm gﬂ_ 10 | kg PT. Kreasi Himono Indonesia Thailand
126 | E/E/39.0/20240619/000364 | 39.0-00179-2024 Tuna 937 | kg PT. Peduli Laut Maluku Japan
PT. WAHANA LESTARI
127 | E/E/39.0/20240629/000388 | 39.0-00181-2024 Udang 800400 | kg INVESTAMA China

Penanggung Jawab

—
Lutfi Palembang
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LAMPIRAN .3

Murmtry of Marire Affary And Fioheres
BADAN KARANTINA IKAN, FENGENDALIAN MUTU n/w KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Pk Quarsonie MW
SERTIFIKAT (.‘ARA l'lx'NAﬂOANAN DAN ITNG(RMMN mAN YANG BAIK DI SUPPLIFR |
Proctees” In The Sopplien
NoOlSKT'IBRO oV

|
|
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PLRIKANAN ‘

To cenify that

Unit /Suplier - USAHA MANDIRI SADAWIA

The Supplier

Alamn - DUSUN PARIGL, DESA SAWAL KEC SERAM UTARA, KAB
MALUKU TENGAH - MALUKU

Adden
FRESH TUNA

Type of Product(4)

Iahapsn PeoangananPeogolaban PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-

Handling Prcowsing Sep CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN

Klasifikasi - BAIK

Chassification

perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan i sipplier
Business Opesator bas cffectively Falfilled and implemened the roquircments of guality amd safety aswnrce o wom on Fisd

Handling/Processg i The Supplier.
Bertaku sampai 14 MEI 2028 Dikeluarkan di Ambon
Valid usil Tussed in
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Mimtstry of Manme Affsen And | benes
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PLRIKANAN
ik And Apercy

s Quorartere Tapecrion
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN TKAN YANG BAIK DI SUPPLIER
Cenificae of “Oood Handling Mamfsctuning Practioes” Ia The Supplen

No 01&/CPINA9 /V2024

To cersfy tha
Unit Suplies USAHA MANDIRI ZAINUDIN BAAIIA
The Seppler
Alamat DUSUN PARIGL DESA SAWAL KEC SERAM UTARA, KAB

MALUKU TENGAH - MALUKU
Addrn

- FRESH TUNA
Type of Prodect(x)
Iahapan PeoangananPengolaban - PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-
HandlingProcessing Sicp CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN
Clasaficapon

: 14 MEI 2024

periKan

Disinos Operstor has effectively felfiid and implome sted the soguisements of qualty sed safety aumrance system oa Fish

Handling/Processing in The Supplier
Bedaku sampai 14 MEI 2028 Dikeduarkan di Ambon
Vald el Issued in
Tangeal 28 MEI 2024
Oa

Kepala UPT KIPM ' TA ARISANDI, 5,5t Pi.M Si
Head of FOIA's Techmeal Implemestation
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN FERIKANAN
Memrstey of Vi Afem Gad F iheres
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMASAN JIASIE PERs sy
P Ouvrssgwse And Prmprcron A prows
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAIIAN IKAN YANG RAIK DF ST FrLiee
Cemtficme of "o isnding Masst tutog Practors” I The Soppton
No 01T PIRAD VN

To costify e
| Unit /Seplier USAHA MANDIRI LA ODFE SURIADIN
The Supplics
Alamat . DUSUN DUMAR, DESA TUAL, KEC PULAL DULLAH
SELATAN, KOTA TUAL « MALUKU
Addrew
!
FRESH TUNA
Type of Producix)
Tahapan PensngananPengolshan < PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-
Handling/Pmccssing Secp CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN
Klasifikas - CUKUP ‘
Clasafication
19 MEI 2024

perikanan pada kegintan pesanganan/pengolaban ikan di sapplicr
“Whm,m-ﬁqﬁmﬂhwmdﬁw-ﬂﬂu“amu“

Handling/Pmcessing ia The
Berlaky sampai 19 MEL 2028 Dikeluarkan di Amben
Valid uesil Tsvued in
Tonggal 28 MEI 2024
On

Kepala UPTKIPM  MUHAMMAD 1, §.S00MSi
Head of FQIA's Technical Implementation Usit
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Mivestry of Marw Afarrs Asd heries
BADAN KARANTINA IKAN, nm(l NDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Pk Qusrnstire And Insgection A geaey
SERI]HM'LCAM PENANGANAN DAN PENGOLANAN TRAN YANG BAIK D SUPPLIER
entificate of “Ohoerd andling Mamed e tmsg Prachiors” I The Sopebern
No DISACPIR/O 0/V2024

To conify tha

Unit Suplier USAHA MANDIRI AZIZ IMRAN FLY

The Sepplier

Alamat DUSUN DUMAR, DESA TUAL, KEC PULAU DULLAH
SELATAN, KOTA TUAL - MALUKU

Addeess

Jonas Produk : FRESH TUNA

Type of Produciis)

Tahapan PenangeosaPengolshan - PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-

HaadBagProcesseng Sicp CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN

Klasifikas CUKUP

Classifices

1 19 MEI 2024

Date of lespecten

m—w e kogi ; i ml ik mi ml‘ stem jaminan_mutu dan keamacan basil

Bussness Opermtar has effectively fedfilled and implemesicd (he rogiements of quality and safety asamace svsem on Fisd

HandbngProcessing 1n The Suppher

Berlaku sampai 19 ME12028  Dikelyarkas di Anibon
Valid ared B in
Tanggal 28 ME1 2024
on

MUHAMMAD. ARISANDL S StPLM.Si

Kepala UPT KIPM A
Head of FQIA's Technical Imglementation Usit A




LAPORAN KINERJA BPPMHKP

R u

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PLRIKANAN I
Mimtstry of Marise Affwirs Asd | sheres
BADAN KARANTINA IKAN, l'mm INDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Wi Qusrastiow Ased Dgwctom Apracy
SERTIFIKAT C AM I'I.NANUANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIX DI SUPPLIER
ertifice of “Cewed Handiing Masefactunog Practices” fa The Sopefer

No 0190 PIN V24
|
‘ Menetapkan balwa
To comify the
‘ Unit /Suplier {USAHA MANDIRI AYU RUBIANTORD
The Suppleer
Alamat DUSUN MANGON, DESA TUAL, KEC PULAU DULLAH
SELATAN, KOTA TUAL - MALUKU
Addrem |
: FRESH TUNA
Type of Producas)
Tahapan PenangananPengolshan PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-
Hasdliag/Processing Step CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN
Classificaton
. 19 MEI 2024

hd.-.yﬂdo-mmum
Hasdling/Processing in The Seppber

Berlaky sampai 19 MEI 2028 Dikeluarkan & Ambon
Vahd untd Isaed in
;I;:nall 28 MEL 2024

MUHAMMAD HATTA, ANDI, §,5LPiM.Si

Kepala UPT KIPM
Fiead of FQIA's Tochnical kmplementation Unit Amben

D= |
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TRI

LAN

u

REKAPITULASI DATA SERTIFIKASI CPIB SUPPLIER PADA UPI BALAI KIPM AMBON TRIWULAN Il TAHUN 2024

: FT. Infmas. Sulyi Usaha Wl\:ll Sadawa Dusun Panigi, Desa Sawal, Kec. Seram Ulam, Kab. Mauku = r 1 Ihf?ﬂ!! AK?I'F

7| 7 vees Suya TUsaPa Vandn Zaimidn Baada | Dusin Pang|, Desa San 3, Kec Saam Ura, Kab. Vi | 016CF Freeh Turm CTT) A 208 HRE

3 PT_Samudm Indo Sejshism Usaha Mandi La Ode Suriadi ;ns:;?:ihﬂaa Tud, Kec | , Kot Fresh Tuna Culp 19 Mei 2028 AKTF

4 PT_ Samudm Indo Sejshisa Ussha Mandiri Aziz Imran Ely :.::::,mma.m , Kot Fresh Tuna Culp 19 Mei 2028 AKTF

5 PT_ Samudm Indo Sejhiem Uszha ey Desa Tud, Kec | Kola Fresh Tuna Culp 19 Mei 2028 AKTF
Tud-Mauky.

Ambon, 01 Juli 2024

Koordinator P2

Hibban Suneth, ST 5.Pi (.5t Pi, M.Si
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LAPORAN KINERIA BPPMHKP

4

ULAN

A

ON

202

REKAPITULASI DATA SERTIFIKASI TRACEABILITY HASIL PERIKANAN TRIWULAN II PADA UPI BALAI KIPM AMBON

Koordinator P2i

Hibban Suneth, ST, S Pi

Muhammad Hatta Arisa

RS SLPi, M.Si

TAHUN 2024
NO NAMA UPI ALAMAT RUANG LINGKUP NO. SERTIFIKAT MASA BERLAKU STATUS,
TRACEABILITY SERTIFIKAT
1 [Kompleks Pelabuhan Nusantara Tantui Ambon, . [Frozen Tuna, FreshTuna, Frozen Demersal | L12/PM/UPI/1V/2024 24-Apr-26

Sultan Hassanudin, Kel Fish dan Frozen Pelagic Fish

PT HARTA SAMUDRA Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku- Aktif
indonesia

2 [il”Hurtala I, Kelurahan Tulehu, Kec Salahutu, Kab. |Frozen Tuna dan Frozen Pelagic Fish 118/PM/UP/1V/2024 25-Apr-26

[Maluku Tengah-Maluku

PT ANEKA SUMBER TATA BAHARI Aktif
i Trans,Negeri Ureng, [Frozen Tuna dan Fresh Tuna
Kec. Leinitu Kabupaten Maluku Tengah,

PT MALUKU PRIMA SUKSES [maluku Indonesia

Menunggu Penerbitan
3 o .

[Desa Waai, Kec. Salahuty, Kabupaten Maluku Frozen Chepalopods, Frozen Sertifikat Dari Pusat
[Tengah, Maluku - Indonesia [Demersal Fish Dan Frozen Pelagic Fish PM

PT CELEBES OCEAN FISHERIES

2
Ambon, 30 Juni 2024




LAPORAN KINERIABPPMHKP AMBON

REKAPITULASI DATA RUANG LINGKUP HACCP DI UP@ BALAT KIPM AMBON TAHUN 2024

Koordinatar P2i

(
M

iy

Hibban Suneth, ST, 5 Pi

) mesanun fasmemia) maraim [nesn maais [T o Wz maia
i scxe
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LAPORAN KINERJA BP P\
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MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

NOENDALAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELA
MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

[TAN.DAN
IMFQAA)

.....

EENERAPAN FROGRAM MANAJ

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

e e B e B B By e, ey e B
: y . b : : 3 : : : :
g - 3 \

No. 015PM/HACCI/PR424
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilal Tambal Produk Hasil Perikanan
Having regants to the Goverment Reguiation No. 57 of 2015 laying dowen Quality and Safety Assurance
Systeme wnd Value Added Devvlopment of Fisteries Products

Menetapkan bahwa;
To Certify thar:

Lanil Pengulaban an : UD. RIZKY FATTAH KATSUD MALUKU BAROKAH
Fixh Processing Plant

JI. Kesatrian BT (02 RW 002, Kelarahan Amamtedy, Kec. Sirimay, Keta Ambon,
Address Maluku - Indonesia

- Katsuobushi

- Recwiving, Preparating, Smoking Packing/Labeling, Storing, Stuffing
‘B
Date of Inspection

Jaminan Mutu dan

The Establisment has effectively implemented and fulfilled The Roquirements of Quality and Safety
1 System in A weith peevailing lawes sl regnlations

Diksluackan &
daswad in

Taoggal
Date

1 Jakarta

Vadid unril
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MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

“AR!\JE AND FISHERIES QUAI IIY A“UM’\\T AGENCY IMFQM)

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

M fM[I\"AﬂUN or lNTl'GMItD quum MANAGEMENT PROGRAMME BA.SI.D ﬂ\l HACCP CDVI 0T

No. I2PMHACCR/PSOS24

Eerdasackan Peraturan Pemecintah Nomor 57 Tahun 2015 tentany Sistem Jaminan Muty dan Keamanan
Hasll Perikanan Sexta Peninghatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regands to the Goverment Regulation No. 57 of 2015 laying dows Quality and Safety Assurance
Sustem and Value Adided Development of Fiskeries Products

Msnetapkan dbahwai
To Certify that:
Unit Pengwiahan lkan
Fish Processing Plaut

P INTEMAS SURYA

Alamat - K k Pelabubun Perik N Tantsi Ambon, JL Sultan Hasaneddin,
Address Kel, hmhn Kastari, Kec. Sirimau, Kots Ambon, Maluks - Indooesia

Jenls Preduk

Lahapan P'engoladan
Processing Steps

Kecelving, I'rocessing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing, Stutfing

Rate

Langsal Lnspekes
Date of bespection

Jaminan_Mutu_dan

Keamanan Hasil Perikanan seswai den

The Establisment has effectively Aw!m:d and fulfilled nn Requiressents of Quality and Safety
A System in d. Toith p g lartos and regul

Dikeluackan &
Loswed in

Lungsal
Date

Berlakasampa deosan
Valid swetl
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MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

NRALIAN DAN FENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MFQAA)

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

PENERAFPAN PROGEAM MANAJEMEN MU READLU BERDASA
IMPLEMENTATION OF INTEGRATID QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME
No. (20/PMHACCE/PS/05/24
Berdasarkan Peraturan Pemecintab Nomoe 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Pectkanan Serta Penlogiatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Havimg regands to the Goverment Regulation No. 57 of 2015 laging dows Quality and Safety Assurance
Sustem and Value Added Development of Fiskeries Products

REAN KONSEP HACK
BASED ON HACCP CONCEPT

Msoetaphan bahwaj
To Certify that:
Unit Pengelaban lkan
Fish Processing Plast

FTINTIMAS SURYA

Alamat - Komplek Pelabubun Perik N Tantei Ambon, JI. Sultan Hasaseddin,
Address Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Keta Ambon, Maluks - Indonesia

lnks Preduk

Tahapan P'eogolaban Kecelving, I'rocessing. Chilling, Packing/Labeling, Ohill Storing, Stuffing

Purioghat
Rate

Tangral kmspekas
Dwte of bespection

Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan seswsi den

The Establisment has effectively implemented and fulfilled The Requiremsents of Quality and Safety
A Systew in d with p ilineg datow and regulati

Dikeluackan &
Laswed in

Laogsal
Date

Bexlakn sampsa deogan
Valid amei?
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LAPORAN KINERIABPPMHKP AMBON

2024

- PTHARTA SAMUDRA - MALUKU - BALAI KIPM AMBON

FROZEN TUNA

: Perpanjangan

C Preparating, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing

: 21 Juni 2024
! 1221 Juni 2026
i
‘ tA

 : 068/PMHACCPIPBI06/24




LAPORAN KINERIABPPMHKP AMBON

REKAPITULASI DATA RUANG LINGKUP HACCP DI UP@ BALAT KIPM AMBON TAHUN 2024

Koordinatar P2i
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M
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Hibban Suneth, ST, 5 Pi
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MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

NOENDALAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELA
MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

[TAN.DAN
IMFQAA)

.....

EENERAPAN FROGRAM MANAJ

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

e e B e B B By e, ey e B
: y . b : : 3 : : : :
g - 3 \

No. 015PM/HACCI/PR424
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilal Tambal Produk Hasil Perikanan
Having regants to the Goverment Reguiation No. 57 of 2015 laying dowen Quality and Safety Assurance
Systeme wnd Value Added Devvlopment of Fisteries Products

Menetapkan bahwa;
To Certify thar:

Lanil Pengulaban an : UD. RIZKY FATTAH KATSUD MALUKU BAROKAH
Fixh Processing Plant

JI. Kesatrian BT (02 RW 002, Kelarahan Amamtedy, Kec. Sirimay, Keta Ambon,
Address Maluku - Indonesia

- Katsuobushi

- Recwiving, Preparating, Smoking Packing/Labeling, Storing, Stuffing
‘B
Date of Inspection

Jaminan Mutu dan

The Establisment has effectively implemented and fulfilled The Roquirements of Quality and Safety
1 System in A weith peevailing lawes sl regnlations

Diksluackan &
daswad in

Taoggal
Date

1 Jakarta

Vadid unril
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MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

“AR!\JE AND FISHERIES QUAI IIY A“UM’\\T AGENCY IMFQM)

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

M fM[I\"AﬂUN or lNTl'GMItD quum MANAGEMENT PROGRAMME BA.SI.D ﬂ\l HACCP CDVI 0T

No. I2PMHACCR/PSOS24

Eerdasackan Peraturan Pemecintah Nomor 57 Tahun 2015 tentany Sistem Jaminan Muty dan Keamanan
Hasll Perikanan Sexta Peninghatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regands to the Goverment Regulation No. 57 of 2015 laying dows Quality and Safety Assurance
Sustem and Value Adided Development of Fiskeries Products

Msnetapkan dbahwai
To Certify that:
Unit Pengwiahan lkan
Fish Processing Plaut

P INTEMAS SURYA

Alamat - K k Pelabubun Perik N Tantsi Ambon, JL Sultan Hasaneddin,
Address Kel, hmhn Kastari, Kec. Sirimau, Kots Ambon, Maluks - Indooesia

Jenls Preduk

Lahapan P'engoladan
Processing Steps

Kecelving, I'rocessing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing, Stutfing

Rate

Langsal Lnspekes
Date of bespection

Jaminan_Mutu_dan

Keamanan Hasil Perikanan seswai den

The Establisment has effectively Aw!m:d and fulfilled nn Requiressents of Quality and Safety
A System in d. Toith p g lartos and regul

Dikeluackan &
Loswed in

Lungsal
Date

Berlakasampa deosan
Valid swetl
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MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

N [ AN
\Mll\ftm INII'II[S QI.MI ny A“lll(A\“ AGENCY (\CFQMI

CERTIFICATE

IMPLEMENTA non or mm;m o Qu,u 1Y MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT
No. (20PMHACCE/PS05/24
Berdasarhan Pesaturan Pemscintab Numos 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Having regands to the Goverment Regulation Ne. 57 of 2015 laging dows Quality and Safety Assurance
Sustem and Value Added Development of Fiskeries Products

Meoctapkan dahwa;
To Certify that:
Unit Pengelaban lkan
Fish Processing Plast

PPTOINTIMAS SURYA

Alamat - Ki K Pelabubun Perik N Tantsi Ambon, JL Sultan Hasameddin,
Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Keta Ambon, Maluks - Indonesia

& Chilling, 1 ng/Labeling, Onill Storing, Stutfing

Tangeal knspekas
Dwte of bespection

Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan seswai den,
The Establisment has effectively lmplmmld and fulfilled ﬂu- Requirements of Quality and Safety
A System in o woith p ing detow anad regul

Dikeluackan &
Toswed in

Langsal

Dare

Beslakn sampsdengin
Valid awtit

N e R
-

. . e aE e e
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LAPORAN HASIL

PENANGANAN KASUS PELANGGARAI
LINGKUP BPPMHKP AMB@N

TRIWULAN [

bangga
melayani
bangsa

QO ambon
bkipm manise




LAPORAN KINERIABPPMHKP AMBON

N 11203

Laporan Hasil Penanganan Kasus Pelanggaran
Lingkup Balai KIPM Ambon
Triwulan Il Tahun 2024

1. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip
berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk
mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan neger. Pengelolaan
sumberdaya perikanan harus bisa memberikan manfaat sebesar - besamya untuk
kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatik an faktor kesimbangan lingkungan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan memerukan komitmen
bersama dari semua elemen serta dukungan SDM yang handal,  mempunyai
prinsip serta peka dan fanggap memberikan solusi. Komitmen dan kolaborasi dari
seluruh stakeholder serta ketersediaan SDM yang memiliki integritas,
profesionalisme dan memiliki kepedulian menjadi kunci keberhasilan pengelolaan
sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat pengawasan
produk hasil perikanan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Meneteri Kelautan dan Perikanan di bidang importasi komoditas hasil
perikanan mengedepankan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan
menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan, melalui Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Momor 47/PERMEN-KP/2020 tentang pelaksanaan tugas
pengawasan, serta berdasarkan PERMEN-KP Momor 16 Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting Bakau {Scylfa spp) dan Kepiting
Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Megara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keluatan dan Perikanan nomor 55 tahun 2022
tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Hama dan Penyakit lkan Karantina,
ingkup pengawasan lalu lintas media pembawa komoditas hasil perikanan meliputi
Pelabuhan Laut Yos Sudarso di Kota Ambon, Bandar Udara Internasional
Pattimura di Kota Ambon, Pelabuhan Laut Namlea dan Bandar Udara Namniwel di
Kabupaten Buru, Pelabuhan Laut Tual di Kota Tual dan Bandar Udara Karel
Sadsuitubun di Kabupaten Maluku Tenggara, Pelabuhan Laut Saumlaki dan
Bandar Udara Mathilda Batlayeri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta
Pelabuhan Laut Dobo dan Bandar Udara Rar Gwamar di Kabupeten Kepulauan
Aru.
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2. Tujuan

Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran
terutama terkait tata niaga perdagangan terhadap lalu lintas komoditas perikanan
maupun tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan
perikanan yang tercermin melalui kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor maupun
domestik hasil perikanan.

Sesuai dengan Undang Undang Momor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan
sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 11 tahun 2019 dan
Peraturan Pemerintah Momor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan hasil Perikanan Tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuk atau keluamya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan
standar keamanan dan mutu.

2. Melakukan kegiatan inspeksi, Surveilan, Traceability, CPIB.

3. Sasaran Strategi

Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk
hasil perikanan dengan tujuan ekspor, impor, domestik antar area dan pengawasan
keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang danfatau dibatasi
dan ikan asing yang bersifat invasif melalui pintu-pintu pemasukan dan
pengeluaran di Wiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan
kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan
penindakan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan di bidang perkarantinaan dan
perikanan.

4. Hasil Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan danfatau pengendalian terhadap lalu lintas
Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, PRG,
agensia hayati, jenis invasif produk hasil perikanan harus berdasarkan ketentuan
regulasi yang beraku dan mengikuti perkembangan teknologi. hal ini dapat
mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap pengguna jasa.
Berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan data wilayah kerja lingkup BFPMHKP
Ambon terhadap kegiatan pengawasan di tempat — tempat pengeluaran dan
pemasukan, Inspeksi, Surveilan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret
tahun 2024 terjadi pelangagaran lalulintas. Dalam hal mendukung kegiatan
pengawasan dan mendapatkan informasi adanya dugaan terjadinya pelanggaran
di bidang mutu hasil perikanan, petugas BPPMHKP selalu melakukan komunikasi,
koordinasi dan kerjasama (K3) dengan stakeholder terkait.
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5. Penutup

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab
bersama yang harus dilakukan secara terpadu baik instansi pemerintah, swasta
maupun masyarakat, untuk itu peru dilakukan pengawasan dan pemantauan
secara integratif dan bersinergi dengan semua para pemangku kepentingan baik di
pusat maupun di daerah sehingga terciptanya harmonisasi dan kerjasama yang
baik antar stakeholders.

i Kasus itas Perikanan
Lingkup BPPMHKP Ambon Triwulan II Tahun 2024
. Jenis Jumlah - N Status Kasus
No Jenis Pelanggaran Tanggal - L Tindakan g:
Komaditas Kg F Tuntas | Belum Tuntas
1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL @
Total
Mengetahui, Ambon, 1 Juli 2024

Kepala Balai KIPM Ambon Katimja Penawasan
MuRhAMadREt A isandi, S SEPI, M Si Suneth, ST.,S.Pi
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